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ABSTRAK

Nama : Maurene Ayu Setyorini
Program Studi : Ilmu Hukum — (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : Studi Kasus Tanggung Jawab PT. Nissan Motor Indonesia atas

dugaan pelanggaran Standar Mutu Mobil Nissan Grand Livina 1,5
XV/IMT ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

Skripsi ini membahas mengena aspek perlindungan konsumen terhadap standar

mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh

konsumen untuk menyelesaikan pel a yang ditinjau dari kasus pelanggaran

tanggung jawab standar oleh PT. Nissan Motor Indonesia.
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ABSTRACT

Name : Maurene Ayu Setyorini
Study Program: Science of Law — (law on Economic Activities)
Title : Case Study of Nissan Motor Indonesia Limited Company’s

Responsibility over alleged violations of Quality Standard of
Nissan Grand Livinal1,5 XV/MT in terms of the Consumer
Protection Law

This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a
product and the efforts of legal pretection that can be taken by consumers to
resolve the matter in terms Q bt violation case of quality standards
of the car product by.Nis itedkCompany. The result of this

research sugge s ndonesian National
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan
untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia itu sangat banyak

dan beraneka ragam wujudnya. Manusia sebagai makhluk individu dan sosia

mempunyai  bermacam-macam an_yang dalam kehidupannya selalu

berusaha untuk dipe pokok maupun  kebutuhan
sampingan. [ e kan berbaga jenis
dan maea ] tha anusia sejak lahir
hingg JNie ‘ u memenuhi
iolt 2. B ey Ol Jbar ehimanusia,

K ebtittihan manusia dapa 0 s ' dutuhan

N SEKUNCE ) I v . Ci atau

pokok yang merupa ) her uhkan
adan si a wajIbiatuk di : : ‘ anlah
fatu kel poke di e nusia

ebutuhan tersebut dinamaka tier. Manusia, m uhkan

keputtihan, tertier seté ebutu dan sekund penuhi.

K ebuttihaaf tertier iniJnestpa A hanusia yang sif mewah dan

tidak sederhe (Er:! 'S % uhan primer dan

tidaklah sama. Hal ini berhubungan dengan kedudukan dan status ekonomi orang

tersebut di tengah masyarakat. Kemungkinan bagi orang tertentu, kebutuhan
sekunder akan menjadi kebutuhan tertier untuk orang yang lain. Misalnya televisi
berwarna dan telepon genggam (handphone) bagi golongan berpenghasilan tinggi
merupakan kebutuhan sekunder, sedangkan bagi mereka yang penghasilannya
rendah hal tersebut merupakan kebutuhan tertier.

1 Universitas Indonesia
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Dalam era globalisasi saat ini, hukum harus dapat mendukung tumbuhnya
dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang/jasa yang
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesgahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang/jasa yang
diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen.
Kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya
tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dan kurangnya tanggung jawab
pelaku usaha terhadap kualitas/m

igroduk yang dihasilkannya. Terkadang

pelaku usaha tidak e S 4pformasi atas produk yang
dijuanya, k \ : tersebut,® padahal
informasil’ i ukemeningkatkan
efisiefsi ta N6 stkan kesetiaannya
terhad QLNo $ﬂ. Cigle )i perusahaan

o) < bertpa kebutuhan primer sekun aupun

satu kebutuhan § aken penting manfaat usia
altu Kebutuhan @kan alat“transportasi. [Padagava nya ang

ebutuha p ' psi dala pada

nya cukup rendah.

usiay ebih memilih wntuk menempuh
[ ]

ja. jauh melalui fhute a dengan berjalan kaki, hagiyang mampu
tentu engend 3 da ai dameansuntuk mel an perjalanan
antar pulau di .\ 4 -..‘“h mun seiring dengan

perke 100 1 “-'-'v-'-uwmmm:wm"‘" akin'lama semakin
meningkat serta fumlah_maane embang menyebabkan cara-cara
lama yang ditemptf™te ) Smedal, | 20 dan menyebabkan manusia
kesulitan untuk melakukan Kegiat obilitas dari satu tempat ke tempat lain.

Olen karena itu, hal ini menyebabkan aai transportas menjadi kebutuhan

! Legal Risk and Compliance, <http://taglawyer.com/2006/07/klausula-baku.html>, Rabu,
11 Oktober 2006, diakses pukul. 9:59.

2 James F. Engel, et al., Costumer Behaviour , Fifth Edition, The Dryden Press, (New
York, tt, him. 39).

Universitas Indonesia
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sekunder bagi manusia, khususnya untuk kalangan menengah ke atas pada saat
ini.

Alat transportasi berguna sebagai alat mobilitas bagi manusia untuk
membantu melakukan kegiatan sehari-harinya. Salah satu jenis aat transportasi
yang sudah banyak dimiliki banyak orang adalah mobil. Mobil sudah menjadi alat
transportasi pribadi yang dirasakan sangat penting untuk menjalankan aktivitas
sehari-hari bagi manusia. Dengan menggunakan mobil, manusia menjadi lebih
mudah untuk melakukan aktijvi
mereka sehari-hari dan 1

tempat lain. [ |
pentln Dl S 1 O C
i dibe i ¢

meras Pl

isharinya, seperti melakukan pekerjaan
hberpindah dari satu tempat ke
jJa dirasakan sangat

)
ok anusia akan

prtas umum

: : enga g op alnya apabila
a [nenggunakan.alat transportasi umum.

enggunaansmobil pribadi
agaimemperoleh kenyamanan, Kean; i mobil
telah dik ya tersed ' !
emba kean eS - C k itu,
2hel membeli mobil hiendak N en terlebih dahulu memasitkantbahwa
mQbi™yang akan dibdi dalam kond

ang baik. Namun tigek jarang ketika

konsumendmembeli_mebisdariscbusl ReOMIxPada awal penggunaan tidak
muncul masa ‘F':? 1?"{‘. al ahan-permasal ahan
tersebut-mu lassaat, Mobi! tersebut sudah.beiag gan konsumen dan

-,

nkm telah dibeli konsumen

il khawatir dengan kondisi mobil

sudah digunakan_0len kons '
M asalah-masa ; v

tersebut sering membuat para ka

yang telah mereka terima karena dapat mengancam dan membahayakan keamanan

dan kesedlamatan jiwa penggunanya. Konsumen sering tidak mengetahui adanya

masalah-masalah yang timbul dari mobil yang mereka beli karena tidak adanya

transparansi informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha mengenai

kualitas/mutu mobil yang akan mereka jual kepada konsumen. Permasalahan ini
sering dialami oleh konsumen pada tahap purna jual, di mana konsumen telah

Universitas Indonesia
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menggunakan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Namun dalam
penggunaannya barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan informasi yang
diberikan oleh pelaku usaha, terlebih lagi jika dalam menggunakan suatu produk
terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen seperti cacat produk, produk tidak
sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, dan kualitas produk yang
mengecewakan konsumen.

Pelaku usaha seringkai menyembunyikan informasi dan tidak

memberikan transparansi informe penar, jelas, dan jujur mengenal produk
alizhak konsumen. Hak-hak

yang dijualnya da@gy e ) 1
konsumen dg o E di oleh para pelaku
usaha kare N0 ﬂ R’ yang tidak

‘ N Sia menurut
a% ab D Al ak dan
irug; > Keberadaa Lkt C

an melindungi
. nelaku
9 ank

idakseimbang k ini
m t posisi tawg - en. Pasal 4 hur Undang-
Und lindungansisonsumen (UL NOMOE8_Tahun enyatakan

-{i\ pormasi yang benar,

bahwa konsun -;{.é;;

jelas, dé

Hak atas.[nformasiayang b “ as, Gaijujur tersebut dimaksudkan agar
konsumen dapat me -A Fyangbenartentang suatu produk, karena
Su

pat memilih produk yang diinginkan atau

U enal-kondis dan taminan barane |

dengan informasi tersebut, KO

* Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 27.

“K onsumen Belum Sadari Haknya’,
<http://www.indomeda.com/bpost/82005/27/ekbis/10.ntm>, 27 Agustus 2005.

Universitas Indonesia
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sesual dengan kebutuhannya sehingga terhindar dari kerugian akibat kesalahan
dalam penggunaan produk.’

Informasi mengenal suatu produk berkaitan dengan standar mutu produk
tersebut. Standar mutu suatu produk berguna untuk pengawasan kualitas atau
mutu suatu produk. Standar mutu ini sangat penting untuk keperluan keselamatan
umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen serta lingkungan hidup.

Produk yang masuk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar

kualitas yang diinginkan dalam.s ara. Namun, konsumen merupakan pihak

yang pada umum aspada, dan mudah terpengaruh
oleh upaya p ahami mutu hasil

produk

entang Pexlindu
mutufstiaiu prodd

)P dalam pasal terse standar mutu suatu produk

larl Kewajibanyang harusidilaktkan ol
Oduk ti el o5Ke | esifik.

tuk mengawasi™ kue A barang, diperlukangiadanya
st I mutu bard \V enyed .- andardisasi yang penting dan

Strat sebut, pemeriital. o DllSan P esiden Nom 0 Tahun 1994
yang kemudi o!f;?a Jeng @:‘%‘h pmor 7 Tahun 1989

membenttk Standardisas Nasional. Di sampingi ‘ eluarkan pula
Peraturan Pemetintan Nomer15 ﬂ Q.Ku Standar Nasional Indonesia
(SNI) dan Keppres Nomord2 v itang “Penyusunan, Penetapan, dan
Pengawasan SNI dalam Rarigka adn dan Pengembangan Standardisas

Secara Nasional.’

®> Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 41.

® Agung Putra, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk, Balai Pengujian dan
Sertifikas Mutu Barang — Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur,
November 1995, him. 1.

Universitas Indonesia
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Dengan telah diberlakukannya Dewan Standardisas Nasiona dan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar
Nasiona Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang
Penyusunan, Penetapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
22/KP/N1/95, maka mulai 1 Februari 1996 hanya ada 1 (satu) standar mutu sgja di
Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemberlakuan SNI ini _me

suatu usaha peningkatan mutu, yang di
samping menguntungkai konsumen, tidak hanya
konsumen dg g ; arena standar yang

berlak 5 S ( , t@nasional, yaitu

dengan te 0\ 0 ; M - pnal dengan
. s N ‘ guntungkan
saha“dan konsumen @ 3 ’ mbe an SN

pat akan meningkat arcay el ake oAsuMmen

aegeri terhadap produk dale egeri. Dengan ad disasi

ersebtit pel a@l tisana dari™e : negeri yang akansmenj saha

perca Val alam neg gitu

meg akan menjad yang
di inya, karena k yang dib an SNI
tentu emperhatikangketer 2hgmimerupakan andardisasi

:;Eh- alitas persyaratan

mutu secara -1{&?

produk

mobil ke Jepang.

seluruh produk itu akan berganti dengan nama dari perusahaan di sana. Gran Max,
misalnya, berganti nama menjadi Toyota Town Ace. Industri otomotif nasional
lewat PT Astra Daihatsu Motor (ADM) berhasil mengekspor mobil utuh secara
massal merupakan efek dari jaringan investor global di tanah air. Tanpa ada
jegjaring investor global, masih sulit bagi industri nasional menembus pasar

" Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Op. Cit, hal. 69.

Universitas Indonesia
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ekspor. Keberhasilan ADM menembus pasar Jepang perlu mendapat apresiasi,
karena Jepang terkenal dengan kualitas yang ketat dalam kualitas produk.®

Untuk itu produk mobil yang akan di ekspor ke luar negeri tersebut selain
memperhatikan SNI, juga harus memperhatikan standar internasionalnya (1SO)
agar memenuhi kualitas persyaratan produk di negeri tujuan ekspor. Apabila
persyaratan SNI dan ISO telah dipenuhi, maka konsumen luar negeri yang

menggunakan produk mobil dalam negeri akan merasa puas dan nyaman dengan

produk yang digunakannya. Ha jiga akan menguntungkan pelaku usaha

di dalam negeri maupe

Namt, 51 sk ¢ ada yang mengatur
mengenal’ S 3 Jo A @bil secara utuh.
a ; ) o] daraan bermotor,

¢ | “ af G | - )

anpu=Kabut__belakang Untuk
dar mutu préduk - ' elaku

2rmotor,

ag memproduksi nya.{Jadi ‘ i oroduk

secarg h ini

1 mobil

mengatur secara khusus m

In an tidak add acuan serte.peraturan | | i pelaku
usah Wmempr S-IOBIES isas

Perang .fﬁ; ang meling C bermaksud untuk
mernm| | ~ -"":\:'l.'bfﬂiﬁ.ﬁiﬂ.].plm". N Y hkernbangkan

iklim usaha yang sehataasehi a pat ymendorong. lahirnya perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidangikendz permotor agar lebih maju dalam
memproduksi produknya yang'sest andar mutu yang berkualitas
Karena sering diabaikannya pemberian informasi terhadap standar mutu
oleh pelaku usaha, maka permasalahan mengenai standar mutu suatu produk

merupakan masalah yang harus lebih diperhatikan oleh pelaku usaha karena

8 nvestor Global Dorong Ekspor Mobil Indonesia,
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/02/05/brk,20080205-116986.,id.html, diakses pada
5 Februari 2008, pukul 19:18 WIB.
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standar mutu suatu produk sangat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen
dalam menggunakan suatu produk. Pada akhirnya, salah satu bentuk upaya
perlindungan hukum bagi konsumen adalah perlunya standardisas mutu bagi
suatu produk sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi kepuasan konsumen
dan juga merupakan aspek penting dalam hukum perdata atas apa yang disebut
pertanggung jawaban produk (product liability). Dengan adanya tanggung jawab
atas produk yang dijuanya (product liability) mewajibkan pelaku usaha untuk

memberikan layanan purna jus meliputi pemeliharaan, perawatan serta
ajual tersebut dimaksudkan
agar pelaku he ‘ dijualnya, di mana

penyediaan suku cadang

produk gers > ) ' berkel anjutan,

ji coba atau

perlu_adany?a
ang diproduksi oleh pe saha,

yang diberikan "pe . terhadap konsu

pefupakan ta ng jawabipe pgingat ko s an pihak
ing ber posiS dan jabai ket a oleh

sgha.
K uruhan upayadal ar nH- gl k men pada d sumber

rl..r,:f!a' Dertan tuk mehi kan harkat

dari perlm Ng
dan martabat "k 4{ ;i‘.‘- gran, pengetahuan,
kepedulian, dua-dan _Kemandirian " dalaiiamel ) inya. Kedua,

menumbuhkembangkan_sika ‘ bertaaggung _Jawab dari pelaku usaha
dalam menjalankantisal ingkatkarKualitas barang/jasa untuk
menjamin kesehatan, kenﬁr ahar1, dan keselamatan konsumen.
Kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bak yang
berperan sebagai produsen atau distributor dapat dibuktikan dari adanya berbagai
kasus yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah mengena pelanggaran atas
tanggung jawab pelaku usaha khususnya mengenai kualitas/standar mutu produk
mobil. Pemberian informasi mengenai standar mutu suatu produk tentunya sudah

menjadi kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Namun, karena sering
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diabaikannnya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur oleh pelaku usaha,
maka berakibat pada kekecewaaan konsumen merasa dikecewakan karena produk
yang dibelinya tidak sesuai dengan standar mutu produk seperti yang telah
dijanjikan oleh pelaku usaha dan dapat membahayakan jiwa konsumen apabila
produk tersebut terus-menerus digunakan karena telah mengalami berbagai
macam kerusakan.

Contohnya, seperti kasus PT. Nissan Motor Indonesia yang mengabaikan
5 XV/MT yang diproduksi olehnya
agmobil tersebut pada saat

standar mutu produk mobil
sehingga muncul _berb
digunakan o Dr S ersebut. Konsumen
tersebutgine b Sray : di Show Room
uh satu juta

Nissa

Al alfly, Namun

pising pade
dikenaka
gdahan ya
i Nissa
jadi keyusakan pada K an penggantian kemba
pada‘transmissi assy da
KM+/="40@0, dan sampai

ang setiap 2 (dua)ybulan atau
painyak 4(empﬂ KAl kerusakan.

Kerusakan-ke »‘-ﬁﬁ;’ It berupa s g beiasclan pada KM /-
4000’ q a ‘mh‘h\.lq.{ﬁmlf:‘Vme-""" Al aglan Engl ne

Mouting, dan._Sebagain : ‘ Plgal\issan “Motor Indonesia tidak
memberikan transparans in 3 g benar;,jel'as,"dan jujur mengenai kondisi
mobil tersebut kepada pembeli, ™ g0a pembeli merasa sangat dikecewakan
terhadap hal ini. Untuk itu konsumen menuntut ganti kerugian atas kerusakan
mobil yang dibelinya akibat dari kurangnya informasi mengenai kondisi dan mutu
mobil tersebut.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis berpikir bahwa hak-
hak konsumen perlu dilindungi, khususnya hak konsumen untuk memperoleh

informasi yang benar, jelas, dan jujur atas standar mutu dan kualitas produk yang
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10

dibelinya. Studi kasus yang digunakan penulis adalah mengenai kasus PT. Nissan
Motor Indonesia yang tidak memberikan transparansi informasi dan terkesan
mengabaikan kualitas produk yang dikeluarkannya yaitu Mobil Grand Livina 1,5
XVIMT. Untuk itu konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku
usaha, dan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk
memberikan layanan purna jua terhadap konsumen. Oleh karena itu, untuk

membuktikan benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor

Indonesia tersebut, maka pe meneliti lebih jauh dan membahasnya
dalam skripsi penulisgyas ; y Tanggung Jawab PT. Nissan
Motor Indoi utu Mobil Nissan

Grand Jdiv

Pc

amga Um ada™Sh| Yeng mengatbir secara ipreh

ut di atas, poko ¢ dalam

dar mutu produk il di nesia

mana pengaturan

<'mobil utuh®

aimanakah bentiik A gjawaban atas produk, mobik#Nissan
XV/ dapat ¢ilakukan PT, Nissan Motor

tidak sesuai dengan standar mutu dan kualitas seperti yang dijanjikan olen pelaku

usaha dalam menawarkan produknya. Tanggung jawab atas standar mutu
barang/jasa ini tidak jarang dilanggar oleh pelaku usaha yang memproduksi dan
atau menjual kendaraan bermotor. Salah satu pelaku usaha yang melanggarnya
adalah PT. Nissan Motor Indonesia yang menjual mobil Grand Livina1,5 XV/MT
dari Show Room Nissan di Pondok Indah. Dengan demikian, dapat diketahui
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apakah benar telah terjadi dugaan pelanggaran atas standar mutu mobil oleh PT.

Nissan Motor Indonesia, khususnya melanggar Pasal 7 huruf (d) UUPK.

Sedangkan secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui pengaturan mengenal standar mutu produk mobil di Indonesia
selama belum ada SNI yang mengatur secara komprehensif mengenai
produk mobil secara utuh;

2. Mengetahui bentuk bentuk pertanggungjawaban atas produk mobil Nissan
Grand Livina 1,5 XV/M gedapat dilakukan PT. Nissan Motor

Indonesi a kepadz

dan untuk

laske gertian dari
ang__ sering “diguna dalam__skrips g yang
erupakanipatokan bakugdalam skImp inis

yang digunakan adalah sebagaiberikut:

lindunge N edalahlisegal@ upaya g menjaminadanya

mun ; 10¢ onsu

nsumen adala |ap ﬂ akalbarang dan/atau | sedia
arakat, bai ~. “diri s diri, kelu g lain,
hluk hidupdai diperdagangkan. ™
akuitiss ,;' ﬂﬁ» badan usaha, baik
yang bérbe an AukUM Maupun. bukan badaiis yang' didirikan dan
berkedudukan atall’ melakukar: alanidalamgwilayall hukum negara Republik

Indonesia, balk ™ *sendigi 3 b@fsama-sama  melalui  perjanjian

menyel enggarakan kegiatan usaha berBagai bidang ekonomi.**

® Indonesia (&), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN
No. 8 tahun 1999, TLN No. 3821, ps. 1 ayat (1).

%1pid., Pasal 1 ayat (2).

" 1pid., Pasal 1 ayat (3).
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Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.*

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.*®

Standar Mutu adalah suatu pedoman yang dipergunakan lewat proses

penyusunan, pelaksanaan, peng an_pemakaian suatu ukuran baku yang

( ) preguk  yang diinginkan atau

ang_digunake Y. skripsiini menggtinak elitian

clode pentlekata ridigEnormatif “ye riptif

ditentukan untuk _meng
dipersyaratka

itu dengan,menel aah, da S aji ketentuan-ket
a Undane 2 C entang

fan pe bunga

erlindungan  konsumen ut M g dengan staw
layanan purna produk

berdasarkan kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2 1bid., Pasal 1 ayat (4).
2 bid., Pasal 1 ayat (5).

14 Ahyari Agus, Pengawasan Produksi, Edisi ke 4, Jilid 1, Cetakan Kedua, Penerbit
BPFE UGM, Jogjakarta. 1993: 219.
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat™, yang terdiri
atas:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
753/MPP/Kep/11/2002 Ten

Nasional Indonesia; l
e. Keputusas S q Pe ik Indonesia Nomor
» 1 \3 c

20/M-

Barang

aRdardisass dan Pengawasan Standar

oNna 1Ndo

Purna Jual (SNI

m sek
al bahan hukur

a -buku literatur;

b. BuKu-biiku yang berkatian

C. Jurna-jurg Avafr-

d. Artikel-a grberkartan dengan. permasalahian ni.

3. Bahan hukM.' h J m petunjuk maupun

penjel asan terhadap bahart h an sekunder'’, yang terdiri atas:
a Kamus,
b. Ensiklopedia; dan

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 14.

18 |bid., hal. 15.

" Soerjono Soekanto, op. cit., hal. 52.
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c. Bibliography.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui  studi
kepustakaan yang dilakukan di beberapa perpustakaan di perguruan tinggi dan
instans pemerintah, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Pepustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Selain it
tempat, yaitu di Departe
Perindustria )i

ga melakukan wawancara di beberapa

pdonesia dan Departemen

g andlisis data

enghasilkan data“desks analitis
ang bersang 3 fertulis,
hal ini_yang ditelii
kastis dugaan pelangg

Motor

: atika Penuligan’,
k lebih,emudahks sain i Ml maka
penulisan skri d’:r ' 2 gai be ;

2 hebadian: pendahuluan Vano-akan oS secara garis

besar, latar begakang, pekok ﬁ sal ahai jJjuann__penulisan, deskrips
operasional,meto g digu \5‘-: atralan mengenal sistematika

penulisan skripsi ini.

el gjari

Bab Il akan membahas tentang tinjauan umum mengenai hukum

perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk yang terdiri dari pengertian

18 5ri Mamudii, op.cit, hal 67.
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dan batasan hukum perlindungan konsumen; azas dan tujuan hukum perlindungan
konsumen; pihak-pihak yang terkait dalam hukum perlindungan konsumen; hak
dan kewgjiban konsumen serta pelaku usaha; tahapan transaksi konsumen;
tanggung jawab produk; prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut
UUPK, dan sanksi hukum dalam UUPK.

Bab |11 akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai standar mutu

suatu produk yang akan didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum

tentang standar mutu produ a.akan dibahas mengenai standardisas

mutu produk bagi_pesi 2ngenal standar mutu kendaraan

bermotor.
3eb NG DE aNggung jawab
stand ut aN 1 P an |\ )nesia, yang terdiri
¥

d alca™ men : ( us  dan
ﬁq 0 >

. anggung.jawab pre

. NissartMetor |
INdunge hukum_bagi kons
tandal mut K mobil"yang

has me : ajiban

m Kk dalam pel dnggar ant tandgung jawab standar mutu produk mobil oleh
PT. Motor |ndonesia, -oen AgguiRgjawaban yang.dapat dilakukan
PT. Nissan ) onesi slanggaran tanggung
jawab stand: pioduk - mobil, proses dan miekai yeleésaian sengketa

yang dilakukan KOnsumen.kepada ‘Mrﬂim-u
Bab V m UIJAA c

yang menjelaskan secara singka gan memaparkan kesimpulan-kesimpulan

dari kesimpulan dan saran

berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat
diberikan oleh penulis.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TANGGUNG JAWAB PRODUK

2.1  Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen
Untuk memberikan pengertian dan batasan hukum perlindungan
konsumen, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan perlindungan

konsumen. Az. Nasution _me 8. hukum  konsumen dan hukum
perlindungan konsuines > i) qantara keduanya: “...pada

umumnya, h A hukum konsumen,

sedang giba i - membatasi
dan/a yare 3 a a dan/atau

i K ) : [ihdungajn

ONSUR adal ah:
kKaidah yang meng dan

aS3 ¢

yedia

um perli ndudsumen

i ?"h gat melindungi

penyecdiaa penggunaan
ya dalam kehidupan

¥ N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, cet .1, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 31-32.

® Az. Nasution (a), Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media,
2002), hal.22.

2 | bid.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK, pengertian dari perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan
konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kaimat yang
menyatakan “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan

sebagai benteng untuk meniada
pel aku usaha hanya.demi

) sewenang-wenang yang merugikan

P

U ~ ot
gunan Nasiona 'y

K
cAr'tt.

ngan konsumen.

i usaha

aksudka ntuk “mengamanatkan bahwa seg
penyel a ' nsdimen hartis member manfaat

& -besar, en O usaha
esel uruhan. B K d

Keadilan

aksudk g akyel dapat dWan secara
mak éﬁm ,. psumen dan pelaku

me ‘lV:lml,,|-mm.f'l|plll“‘1 SO \/\/ annya secara
O !eSEI

Dimaksudkan untuk “mél

adil.
C. AsasK

imbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spirituiil.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

# Indonesia (a), op. cit., ps. 1 ayat (1).

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



18

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e Asas Kepastian Hukum
Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
serta negara menjamin kepastian hukum.?

Kelima asasqyan pil &, diperhatikan substansinya
dapat dibagi §
eamanan dan

a ...‘ 2 | a i |, agal

asar hukum” atal i J 3 dapat
o]e e dde adilan,

hakikat kesel mbBang ﬁ imaksud adalah juga, keadi bagi
k masing-mal . pelaku usaha, dan pemerintah.
K an perlin saha daf, Konsumen tidak
terlepas dari d 1“1!’0 ukum yang terjadi

dl ant Al ""-‘m“--||||||||I"T|1"TIT'|r.r-1|p-|-I-‘- NCia J yang berSIfaI

publik maupun mm *
persamaan, dan solfdafitas.? v

% Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, cet. 2,
(Jakarta: 2005), hal. 5.

|~. N

BASip-prinsSip.atau asas kebebasan

4 Ahmad Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal .26.
% 1hid.

% |bid., hal.29.

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



19

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen dikelompokkan
ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu
sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan yang diberikan
kepada konsumen di samping kepentingan pel aku usaha secara keseluruhan.

2.2.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
Terdapat komitmen UUPK untuk mewujudkan tujuan perlindungan
UPK di mana tujuan tersebut dapat

konsumen yang dijabarkan dalane
dikelompokkan menjadi
1 memb . Ne an barang dan/atau
. e
unsur-unsur
nenelapatkan

gnya
fndungan konsumen, sehi me : ggung

3 UUPK mengatur s
=

ukum perlindungan kensumen,
atkan kesadaran,Kemampus emandirian

Imren untuk
melindung aﬁr ;i_\ h

menganc kaican. martabat_konstimen.denge enghindarkan nya

Jawah

uju
[ ]

dari ekses negatif pemaka
C. meningkatkan e emilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagal

" Az. Nasution, “ Pedoman Standar Interpretasi UU No. 8/1999 L.N. 1999 No. 42 T.L.N
1999 No. 3821, (Makalah disampaikan sebagai bahan perkuliahan tahun 2005/2006 di FHUI),
hal. 3.
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d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/aia eschatan, kenyamanan, dan keselamatan

konsumen.
: 1% D ( ) en, sehingga
_ uan Pasal 2
2onal S ﬁ e dalam
iua : a !i. ISsan huru suk ke

perikan
uf d dani f. Terakhir

epastign hukum terfihal umusanrAuruf d.

dapat terlihat pad pruf b, h

bagi
me dalam mempg nakan dan/atag, m kan

dungan < alah ke

b Jari benih hi im ibu

Sampdupat pemakainiai, 03 jalal kebUtuhar.di antara ya®! Oleh

;h‘ gerupakan salah satu

atau jasa ke

karena itu, bz

dari kebutu ana.mutliak diperlakiikan
‘v’

% Indonesia (a), op. cit., ps. 3.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op.cit., hal. 34.
% |bid.
3 Az. Nasution, “Pedoman Standar Interpretasi...”, loc.cit.

%2 Az. Nasution, “Pedoman Standar Interpretasi”....loc.cit.
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2.3 Pihak-pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
2.3.1 Konsumen

Sekalipun umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang
dimaksudkan dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20
April 1999 belum mengenalnya, baik hukum positif “warisan” dari masa
penjagjahan yang masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 1l Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun peraturan

perundang-undangan baru hasj gsa Indonesia sendiri lainnya *
Istilah konsuies dasi,kata consumer (Inggris-
Amerika), a

kata cons

amus Oxford, arti
* Tujuan dari
N kelompok
id emberi

sumen

atau

jasa tertentu ata 3 nenggunakanssea ediaan
uml ahgbarang. Selaiii : J'Mmengar sebagal“Seti g orang
nakan g

tian konsumen me ictionary:

in, and
ose of produe < F hat broz‘ of people

who g fe [ : ;a‘?- ices, quality of good

ar Harapan, 1995),

[ ]
e who consume U e urchase, u

hal. 21.

¥ Az. Nasution (c),
hal. 21.

, cet.1, (Jakarta: Daya Widya, 1999),

% AS Homby (Gen. Ed), Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English,
Oxford University Press, Oxford 1987, hal. 183, “(opp. To producer) person who uses goods.”

% John. M. Echols & Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1986),
hal. 124.

5 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal. 7.
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and services, credit reporting, debt collection, other trade practices for
which state and federal consumer protection laws are enacted.
Consumers are to be distinguished from manufacturers (who produces
goods), and wholesalers or retailers (who sell goods)” .8

Selanjutnya disebutkan:
“A buyer (other than purpose or resale) of any consumer product, any

person to whom such prod transferred during the duration of an

implied of writteg ice contract) applicable to the

the terms of such

produ , »
ate |law to enforce
i 'ons of the

i (2) UUPK, Kops
) pemakai barang dan/atatk jasayang

ersedia dalam masyarakal

bagi
gan dis oy, kel uarge i lain aupL aahluk alh dan

yerdagangkai.

Jka dilihat da ) dtas, maka terdapat 4 (empd
bentukpeng [ang :

pgan bukan badan

pasar, supermarkﬁt

3. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau mahluk hidup

lain.

% Henry Campbell, Black's Law Dictionary, fifth edition, (United State: West publishing
co., 1979), page 286.

*1bid.
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Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan
konsumen dan keluarga konsumen, orang lain (teman) dan mahluk hidup
(binatang peliharaan).

4, Tidak untuk diperdagangkan.
Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk tujuan
komersil.*

Pengertian konsumen sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang

terdiri atas:
a Konsumen dale ; ang mendapatkan barang

atau |
grang dan/atau
atau untuk

pnya pribadi, kelt
iperd gkan kembal i

it d di tigaigolongan, yaitu:
fat [ ]

akal adalahiSetiap ? emakai b

gandung_listiikeclaule 5 alau elek onlka,
" ‘f.j:; dll, el c ASportas “ Nas

2. Ol alabl SEtTaD . Konsumen - Vaigeaii K barang yang

nsumen akhir d

g tidak
pemakaian

mengandung_| i strikesata i kamsepertl pernggunaan lampu listrik,
radio tape, TVS"ATM )
3. Pemanfaat adalah Setiap sumen yang memanfaatkan jass-jasa

konsumen, seperti: jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa

“0 Az. Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No.8
Tahun 1999-LN 1999 No.42, makalah yang diberikan di Jakarta, tanggal 17 Maret 2003, hal. 6-7.

*' Az. Nasution (a), op.cit., hal. 13.
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penddikan, jasa pebankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan
sebagainya.*?

Definisi konsumen yang digunakan adalah konsumen dalam pengertian
konsumen akhir. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah
pengguna terakhir atau end user, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari
barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu, pengertian konsumen menurut Az.

Nasution adalah pemakai, penge a/atau pemanfaat barang dan/atau jasa

untuk tujuan tertente. E : - ersebut, subyek yang disebut
sebagal kons : oJe . SE pemakal barang dan
jasa.43

ez
ah Pe aku usaha merupakanpencertian yuridis dariistilaafprodusen.*
saha pada'® ; i ¢ ngusaha.

sahia~ adalah setiap ora ang menjale usaha

nemproduksi awarka ik sikan sUal oduk

arakat \ a me J luas,

ielak semata-mata memi ; elapi juga pedag a atau

45

distributo

Pengertian pél

secﬁms dalam
UUPK yaitu: ’:.;

a -“"!':\I‘*};'Hmlu.m:u"l‘ 0

usaha, baik

yang befbentuk bad rhuk “ pumibeikan badan hukum yang didirikan
“2 |tilah tersebut dita c k indungan Konsumen yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Keha entang pembentukan TIM Penelaah Peraturan

Perundang-undangan di bidang hukum dalam rangka Reformasi Hukum Dep. Kehakiman No.
M59PR09. 04 Tahun 1998, Jakarta 1 Desember 1998.

8 Abdul Halim Barkatulah, op.cit., hal. 8.

4 Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8
Tahun 1999, " http://www.pemantauperadilan.com, 5 Juni 2003.

“ Mariam Darus, Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian baku (Standar),
Kertas Kerja pada symposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Bandung:
Binacipta:1980), hal .57.
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dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyel enggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”#
Bila dilihat dari pengertian di atas, maka terdapat empat unsur yang

terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:
1. Setiap orang perseorangan atau badan hukum

Y ang termasuk badan usaha me t pengertian ini adalah badan usaha yang

berbentuk badan huk Qukum.
2. Secara seng e - E

Terdap:

h
seorangart o
denga
. Badan usaha dengan bagde
tern Niate . [ njie sampai

ada bidang ekonemi.
oku usaha den u usaha
ol aku usaha ad#eka yang

ilayah hukum

an hukum tersebut
berkedudukan atau alam wilayah hukum negara

Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan
berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah

f e

enyel enggarakan kegiéat :
-c batasan ya nen -i

gn lain, yaltu yang o

Republik Indonesia.*’

“6 |ndonesia (a), op.cit., Pasal 1 angka 3.

47 Abdul Halim Barkatulah, op.cit., hal. 33-34.
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Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan,
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.*®
Sdlain itu lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEl) menyebutkan tiga
kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga
kelompok pelaku usaha tersebut terdiri atas:
a Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai
kepentingan usaha. Seperti perbankan, penyedia dana dan lain sebagainya.

pembuat, memproduksi barang dan/atau
ambahan atau bahan-bahan

lainnya). . > an dengan pangan,

sang i
azald ) 1S dagangkan
/al - ‘ SV 0 retail, toko,

erintah

b. Produsen, yaitu pelaku usahe
jasa dari barang,dang

eri merupaka 5 ; memiliki pe sebagal™ p yang

dan me i ua k jgan ya a dan

meR. Tujuannya ag as asing pi hak tersebut dapat ingan
it [ .
t IRg merugikan sama |3 a ini, pemerint bersikap

adil berat chalah.-Dalar Aankai pnya seb gayom dan
penengah pe -a WW Derbagal instansi  yang

perlindungan konsumen di Indonesia.™
b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

* Ibid., hal. 33.
9 Az. Nasution , “ Aspek Hukum Perlindungan Konsumen....”. loc.cit

% Indonesia (a), op. cit., ps. 33.
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Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang bertugas melakukan regulasi,
standardisasi dan sertifikasi terhadap produk obat dan bahan makanan
yang akan dikonsumsi oleh konsumen.>

C. Departemen Perindustrian
Departemen Perindustrian bertugas untuk memberikan izin kepada sebuah
perusshaan apakah sudah layak atau belum untuk memproduksi

barangnya.*?

d. Departemen Perdagangai
Departemen perg ; 3 peraberikan izin bagi peredaran
dan g N 2 i @m negeri maupun

dan
menginsiruksikan aparats bat Jou X e untuk
yang

ri setiap yang

“ ) gganggu terhadap __ketertiban
[ ]

o

* “Pemerintah Perkuat !(r ngan Konsumen”, <www.indonesia.go.id>,

diakses padatanggal 28 Desember 2008.

52 | bid.
% bid.
% | bid.

5 1bid.
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yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara
lain untuk menyejahterakan rakyat.>®

Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaa penyelenggaraan
perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen
memperoleh haknya.*’

Berkenaan dengan ha pengawasan, dalam Pasa 30 UUPK pemerintah

diserahi tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta penerapa

Dihubungkan dengai j . P ang menentukan bahwa

pengawasan : 3 ne 3 dan/ atau survei,

terhadapifas g D - iSlko penggunaan
D be 2 ’ an

peraturan  perundang-undangannya.

8 untuk

pelaku

ot dan

an kualitas, sumberids nenelitian se i sangan
sumen.”

berbag 1 termas yang

alankan pemerintah enangan publik, ber@dasarkan

pefattran perundang-u asaan publik,yang dijalankan

oleh negara. berdasark u tidak dimaksudkan

untuk menye t’f i .wr masalah di antara

_ i""'

pengu VD aAla-cal . Konsumen

'-j'

% Ahmad Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal. 180.
> |bid. hal. 181.
% |bid. hal. 187

% Indonesia (a), op. Cit., Pasal 29 ayat (4) huruf a, b, c.

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



29

2.3.4 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya M asyar akat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini
didirikan dengan tujuan sebagai pelindung bagi kepentingan dari salah satu pihak
yang merasa dirugikan oleh pihak lain baik pihak konsumen maupun pihak pelaku
usaha. Lembaga Swadaya Masyarakat ini antara lain adalah Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI merupakan lembaga-lembaga yang berhak
untuk menggugat pelaku usaha walaupun tanpa adanya surat kuasa® dengan hak

gugat legal standing. Hak gugal
(LPK'SM) yang telahamer K SM yang dimaksud telah
berbentuk Bg dasarnya memuat
tujuan perli I

atau J]aSa

lapat dilakukan oleh lembaga konsumen

dilindungi.. Pengetahu ai hak-hak konsumeiizsan )enting

g dz dertindak sebad epiyang Kritis andifT. juannya

Ja tinda yda h ang me sumen

ieka 1a dapat |angsung menyse hal dan mengetalui lanjut
unftk tapat bertindak ahokal hakihaknya. Den lain, ia
tidak iftinggal diamsaie kefika y""'!bw-----t-. dilanggar

oleh pelaku ug ff ;i\
| siden, —Ametika  Serkat, . Joh edy, pernah
mengemukakan empat hak.dasa ﬁ 2N,
1. The right to products | @ 1 apat atau memperoleh
keamanan v
Setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang/ jasa yang
dikonsumsi. Misalnya konsumen merasa aman jika produk makanan atau

% Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.
27.
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minuman yang dikonsumsinya dirasa aman bagi kesehatan. Artinya produk
makanan tersebut memenuhi standar kesehatan, gizi dan sanitasi, serta tidak
mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa manusia. Di Amerika
Serikat, hak ini merupakan hak tertua yang tidak kontroversia karena
didukung oleh masyarakat ekonomi.

2. Theright to be informed about products atau hak untuk memperoleh informasi
Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif

tentang suatu produk barang ang dikonsumsinya. Akses terhadap

informasi dapal mengetahui bagaimana
kondisi k atu saat ada risiko

pnsumen telah
e 3 8, Ke i hak untuk

b E i/ : ik samping
nsumsi,_suatu p aau _Devi ndo

DOUK.

t to definite choices alecting products.atau hak u

1ap ko en berha arang atalljasa dengan harda yang

inya : : adisi tel Ak saan
memilih suat

nt
w?ddam kondi§ bebas de e oilihannya,terhadap barang
|#yan di k onsei >
Therigh ﬂ;?. . _ . nter : Mdidengar

Konsun mendapatkan haknya bahwa kel angklaimnya dapat
didengarkan,. baik._olehype
lembaga-lembaga -
konsumen.™*

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang

Japat merugikag hak-haknya. la

4.

i ahayahg, bersangkutan maupun oleh

v{ ano

Nemperjuangkan hak-hak

Perlindungan Konsumen (Guidelines for Costumer Protection), juga merumuskan

berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang melipuiti:

% |bid., hal. 24-25.
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a perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamanannya;
b. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
C. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan
kebutuhan pribadi;

d. pendidikan konsumen;

tersedianya upaya gantj
f. kebebasan unit
yang

Sdimen atau organisasi lainnya
organisasi tersebut
ilan keputusan

dak _hanya me k ak-hak _dan kewajfhan-ke an dari
Kan Judafiak-hak ‘ saha
glihatan bahwa hakiyang diberitkan kepada konsu diatur
jal am Pasal 4)flebrh banyakidi bandingkan deagan hak pe saha 0

muat

) dan ha 3 k dari

konsumen (yang te a 5).
dasarkan Pasal 4 UUP} konsumen jabarkan

e

mengkonsumsi

Hak atas informasi yang be dart’jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan.

%2 Gunawan Widjgjadan Ahmad Y ani, op. cit., hal. 27-28.

& |bid., hal. 28.
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang
atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya.
I. Hak-hak yang..€liat an perundang-undangan

lainnya.®} ( )
i lihat bahwa

-.~= ‘ ¢ i" ahal yang
paling,pokek™“dan utama dala gan konsumen. jasa

va tidak memberikan ke anan, g tidak

membahayakan kese : onsumen jelas tie

an dg masyarakat. T Selahj afuntuk amin

aman

parang ' nya d
un_tidak membah
hak untuk ) g da jasa yang, dikehiendakinya

jggunaannya, [maka_kemsumen

d
berd r\ atas keterbukeansates ke Zhsthformas yan, jelas, dan

*ﬂ':?. : 3 % en berhak untuk

didengar jehadvokas, pembinadn, berlal ] , kompensas

jujur. Jika te

sampai ganti r

Sedangk 4 dang Undang Tentang
Perlindungan Konsumen olen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu
empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah hak untuk mendapatkan barang

% Indonesia (a), op. cit., Pasal. 4.

% Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, op. cit., hal. 29-30.
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sesual dengan nila tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan
penyel esaian hukum yang patut.®®

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan
pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut.®’
Hak atas keselamatan dan keamanan.
Hak untuk memperoleh informasi.
Hak untuk memilih.
Hak untuk didengar.
Hak untuk memp

-~ ® o 0 T @

an. "Barang dan_jasa serta tata cara
;si pembelian barang atau jasa.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal. 40.

7 | bid.

% Happy Susanto, op. cit., hal. 27.
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Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan
itikad baik, maka kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang
diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasaan.®®

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli sesuai
dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut. ™
Ketika konsummen apsbarang atau jasa yang telah
didap A | SEC l ah tersebut dengan
difakukan dengan
a a dilakukan
g bexl aku.™

ina b i-hati

elekukan transaks ek@nomis@an Atibungan, dagang dengaigpi pel aku

Denge demikian ko Nap erlind dari Ken inan-

-

#Jasark  ctentuanPas Ghakepelaku usaha
a . "‘ % 1;"5.. dengan  kesepakatan

---fh-l—-rm-ll'ﬂﬁ-lllu——--“ i jasa  yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk makan konsumen yang
beritikad tidak bai

C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

% Ibid.
™ Indonesia (a), op. cit., Pasal. 5.

" Happy Susanto, op. cit., hal. 27.
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

e Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.”

Hak-hak tersebut berguna untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi
para pelaku usaha dan sebagal keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada

konsumen.
Terkait dengan efenptuan peraturan perundang-
undangan laig ndang Perbankan,

Undanggt! ‘ ) 'Si saha Tidak Sehat,
Unda . ! i ] pan  dengan
adalah

ajiban Pelaku Usahia
erdasarkan ketenttian, Pass
Daik da
\emberikan informa Bl as jujur mengena kondisi dan

aminan barang da ' D n- ikan penjelasam™ penggunaan,

PeErDa , dan pemelifaraas

c W ‘I} o m serta tidak

diproduksi  dan/ atau

barang dan/ atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garans atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

2 Indonesia (a), op. cit., Pasal. 6.

™ Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal. 51.
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.”

Kewajiban pelaku usahagk haik dalam melakukan kegiatan usaha
merupakan salah sa

tentang itikag

perjanjian. Ketentuan
\/ bahwa perjanjian
harus djj@ks

) melakukan
dalam

Kd al ISAKS DEY

JUPK tan [ 3tk 1R elaku

ena meliputi  semuastahapan e 1 hanya,

sehingoga dap artikan bahwa kewaiib: al pher baik

da ta aan,
2h3 a konsumen hak a M baik dalam melakukanstranaksi
pembeliag, barang da pabkan karepa “kemungkinan

terjadinyagkerugian_bagi <Onsui pbarang dirgcang/diproduksi
oleh produsey d}':r n ba % cemungkinan untuk
dapat pdusen. mulal,padad "Sadk el seksi  dengan

produsen.” '-4 ": F

™ Indonesia (a), op. cit., Pasal. 7.

® JM. van Dunne dan van den Burght, Gr, Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja
Sama |Imu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang, 1998.,
him. 15.

¢ Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal. 54

| bid.
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2.5  Tahap-tahap Transaks Konsumen
Dalam praktek sehari-hari tampak terjadi beberapa transaksi konsumen.
Tahap-tahap tersebut adal ah:
1. Tahap Pra-Transaksi Konsumen;
2. Tahap Transaks Konsumen;
3. Tahap PurnaTransaksi Konsumen.”

25.1 Tahap Pra-Transaks K€
Pada tahap,pFa;t

peminjaman e ! : ya) belum terjadi.

psaksi_pembelian, penyewaan,

Konsum ‘ 3 ebutuhannya
ia penuhi,

stksi yang

ap ini val ' )i konsume dapatkan

L yang
bertang vab *nggarakan penyediaan kdmoditi

au keterangan ya jur dari pe

DNSUMEY ' 3 wajil dan

g jawab dan

ang dan/atau ) ‘ a hanya (UUPK, Pasal’7 huruf a
17, Pasaly2B..Pas ), € yat (1) dan (2)).

Setiap .|ﬁ.~ erd 3 ;ﬁ au jasa harus benar
penya al dalam. Keterangannya, . DalkaeE most, label, atau

yang benar, jelas,_dan jujur
t

dan

iklannya, tentang berat/isi-hersh jattranipakaiggtanggal ‘Kadaluarsa, kehalalannya,

» 82

jaminan dan sebagafya seita dapat jlige rtefen “ orang-orang awam”.

8 Az. Nasution (b), op. cit., hal. 38

 |bid., hal. 39.

8 Az. Nasution, “Berlakunya UU Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang dan/atau
Jasa: Tinjauan Pada UU No. 8 Tahun 1999”, (Makalah disampaikan pada seminar PK di UNPAD,
Bandung, tanggal 14 Januari 2001), hal. 9.

& bid.

82 | bid.
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Informasi harus jelas pemaparan keterangan-keterangan tentang barang dan/jasa
yang ditawarkan, sehingga tidak nmenimbulkan dua pengertian yang berbeda dan
dapat dipahami masyarakat; atau gambaran yang informatif, atau menunjukkan
data dan ukuran yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan serta
menggunakan Bahasa Indonesia® Selanjutnya penyusunan keterangan atau
infformasi barang atau jasa tersebut harus jujur dan beritikad baik dalam

melaksanakan tugasnya. Kegjujuran penyusun keterangan diperlukan konsumen

dalam menentukan pilihannya gtas dan/atau jasa kebutuhannya.
252 Tahgj

' | ) ) w [ 'ﬁ CA g dan/atal.l
pema 2 2Nty JPagla tahap ini,
nelakl a \Wa ' ‘ Ir serta tidak

C mLNatF, menjamin mutu B jasa.sesual Standar yé derlaku,

e patan bag Su ntu Ngujl da ang atau

eitenivl dan memberi jaminan dan/atal’ garang atas barang(Pass ruf c,

l, € UUPK & tahap onsumenfmendapatkan k okan prithafBarang

denga ar atal jlan ga yang Yang

dalam tahag ad H syarat perjanjian pergli ilikan

b atau pemanf .,. erseh -n an dan/atau bayaran
atau Jsan.84 n \

Tids item a ag- yang ;E%r pgani suatu konsep

perjan;ji 3 ebiR.dahtl U membaca dengan.iehiti Syarat ataupun isi

yang terdapat .dalam_pexjanjra ‘ adaamginl,, t1daK_hanya dilakukan oleh
orang-orang awam, ttdak mampu' a ( pendrdikan, tetapi juga dilakukan
oleh orang-orang yang mengerti, i dan berpendidikan cukup. Akan tetapi
dengan berlakunya UUPK, maka semua klausula baku yang tidak sesua dengan

ketentuan undang-undang, menjadi batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) UUPK).

8 pid.

8 Az. Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999...loc. cit. hal. 18
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Pada tahap ini yang menentukan adalah syarat-syarat perjanjian peralihan
pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tersebut serta perjanjian dengan
klausula baku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jenis perjanjian
ini dikenal sebagal kontrak (standard contract) atau syarat-Syarat umum

(algemene voorwarden).®

2.5.3 Tahap Purna Transaksi Konsumen

Tahap ini dapat juga.d aap purna jual. Tahap ini merupakan
tahapan pemakai an,peng gatan barang dan/atau jasa yang
telah berdl ] la aku usaha kepada
ulis) dari barang
Bngan jpengalaman

pen tany produk

puas. _Sebaliknya*apabi ormasi
lldak™ 'ses enyataan
atennya oleh konsumesgat dapat
pelaku usahabersangkutan.
he ., e h/atau
ah beralih pemilikn
men. Pada tahap apabila

atau

p nya dari p
infor Ilsan ata ... yang disediakan oleh
pelaku usahé f H"i iefifipdalam  pemakaian,

penggu o ) b-‘.w-v-\rmlll-'mn*l' =1 3 AKa konwmen

akan puas. Sebaiknya .apabi BS, " K _Konsumen yang diperoleh
konsumen tidak “Sestia ] emakalan, penggunaan atau
a dapat menyebabkan masalah antara

konsumen dan pelaku usaha bersangkutan.®

pemanfaatannya oleh kon

8 Az. Nasution, Penulisan Karya IImiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan
di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hal. 10-11.

%Az, Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999...loc. cit.., hal. 20.
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Hal ini dapat menimbulkan sengketa konsumen, konsumen protes dan
melakukan gugatan ganti rugi ataupun tuntutan pidana. Setelah transaksi terjadi,
pelaku usaha wajib memberi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian akibat
pemakaian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan pada konsumen yang dirugikan. Ha ini juga berlaku apabila
barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian sehingga berakibat
menimbulkan kerugian kesehatan tubuh, keamanan jiwa dan/atau harta bendanya
(Pasal 7 huruf f dan g jo Pasal 8 72

26  Tangg
2.6.1 [DEfi

ala KoNsy = A s A darl

masiing, yaitu: product(s)
a yang lehi pat diterjema

yang pakaan,
produk, di
kut:

Untuk pengex

an pendapat

rggun Y | angguing.jawab par usen untuk
produkéyag f‘ dala :';E‘\‘i ang menimbulkan /

ny kertaian Karena cacat vano-.imele! DE k tersebut” 8
Selan; utnqu [ ): agian-bagian sebagai
berikut:

8 Agnes M. Toar, Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di
Indonesia, Makalah, Disgjikan Dalam Seminar Dua Hari tentang Pertanggung Jawab Produk dan
Kontrak Bangunan yang Diselenggarakan oleh Y ayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerja sama
dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 25-26 Agustus, 1988, hal. 6.

8 Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa

Negara, Makalah, Dewan Kerja Sama IImu Hukum dengan Indonesia—Proyek Hukum Perdata,
UjungPandang, 1989, him. 3.
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a Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual/berdasarkan
suatu perjanjian, maupun tanggung jawab perundang-undangan
berdasarkan perbuatan melanggar hukum;

b. Para produsen, termasuk ini adalah, produsen/pembuat, grosir (whole-
seller), leveransir dan pengecer (detailer) profesional;

C. Yang telah dibawa produsen ke dalam peredaran; yang telah ada dalam
peredaran karenatindakan produsen;

d. Menimbulkan kerugian; erugian yang ditimbulkan/disebabkan

oleh produk.dan k apreduk:
Cacal : i ) ) oduk yang menjadi
Je 9
c c A -0 @ oerg
produk™di atas, karena dalam haha
a ara. umur

ggris. Namun demiii

juga
Ntara Kata kespons Bngan

tango sedang

lab dengan tanggung gugat. A
ggung  jaw: hod aduic! ity), menur bahwa

prwilityis heli ANUfa Gtk Smprecessor or nwnufacturing

seller for inj d party, caused by

produc | m“mu_:’:imﬁg][anm“ 6 -

tluct Liability:
The liability of fo€man aechain of distribution of a product
to a person injured™by th ® Sedangkan dalam Black's Law
Dictionary, product liability yaitt to the legal liability of manufacturers
and sellers to compensate buyers, users, and even by standers, for damages or

injuries suffered because of defectsin good purchased.

8 Saefullah, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari
Produk Pada Era Pasar Bebas, didalam Husni Syawali (Ed.), Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 46.

% Henry Campbell Black (&), Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minnesota:
West Publishing Company, 1983), hal. 840.
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Dengan demikian, yang dimaksud dengan product liability adalah suatu
tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu
produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam
suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau orang
atau badan yang menjua atau mendistribusikan produk tersebut. Tanggung jawab
tersebut berhubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut
menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah,

kematian, maupun harta benda.:
meletakkan beban _tan i odulk. itu kepada pelaku usaha
K itu. Hal ini dapat

ag jawab produk pada barang dan jasa

pembuat prog
dilihat délé

terhadap adz Jé )€ enjacli beban dan
saha dalam
Im. Hal

a pembuktian

perfungsinya produ duksi
elaku

Ksinya

pagaprinsi pny

ppabila telah W
H

g tidak dapat

3 J
tidak menyediakan syarat-syarat Ke an bagl manusia atau harta benda mereka

dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.” Berdasarkan

! |bid.
% Az. Nasution (d), Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet. 2,
(Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hal. 248.

* Az. Nasution (d), op. cit., hal. 248.
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penjelasan tersebut, dapat ditentukan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah
pelaku usaha pembuat produk tersebut. Perkembangan ini didorong oleh tujuan
perlindungan konsumen, yaitu menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena
produk cacat tersebut dan menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban
produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Suatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan
pembuatannya, karena:
1. Cacat Manufaktur (Manufac
Cacat manufak
tingkat har;

adé : g wmumnya berada di bawah
ikian rupa sehingga
dapataihe ) SECE ! ACE afimembahayakan
har che 1 ) Mer S5 saus tomat
3 ' ) a d S yang
' ang dirakit dengan perangk Irdware

al anuf aktt Suatu

ibuat tidak persyaratan,_sehingga ‘aki roduk

ut tide an dan tide at di r onsun
ain (Des

jan cacat desaif cacat manufaktur , cacat
alah apabila i produk ter ih besar
pkan oleh k atau bila

keuntungagidé ‘ o resikonya.

3. Cacet Pe ekt AStEUK S (\WVarning/tnstructiomt

Cacat peringatan_atau iasiruks ﬂ ), caeailyprodukKarena tidak dilengkapi
dengan peringatan=pering ! : strukstpenggunaan tertentu. Suatu
produk harus terdapat |abe emberikan kepada konsumen tentang
petunjuk penggunaan/pemakaian dan peringatan. Jadi, cacal peringatan atau
instruksi adalah apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket
(labels), atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang
mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya

yang aman.**
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Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku
usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada
tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain, atau barang
lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha karena perbuatan melawan hukum
adal ah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.*®

2.6.3 Klasifikas Tanggung

Tanggung jaw . dapat. diklasifikasikan ke dalam
hal-hal yang k
1 S : pelaku usaha atas

konsumen.

tasyproduk,
K cacal desamn m cacat

os niagaliklan, ya elyangkut tanggung | usaha

atas pi®@MOS niaga entang ihwal prod ang di <an bila

seperti perWJrang,
enyesatkan.®

Py

bulka
tek perdagas

wkalsuan, peni

1
usaha,;
2. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen; dan

% Jerry J. Phillips, Product Liability In a Nutshell, (St. Paul Minnesota: West Publishing
Company, 1993), hal. 4.

% Az. Nasution (a), op. cit., hal.250.

% Jerry J. Phillips, op. cit., hal. 10.
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3. Adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dan

unsur kerugian.”

Sdlain itu, di daam mengemukakan tuntutan/klaim mengenai tanggung
jawab produk dari pelaku usaha, maka dasar tuntutan yang dapat dilakukan
konsumen terhadap pelaku usaha dapat diklasifikasikan berdasarkan hal-hal

berikut ini:

1. Pelanggaran Garansi/Jami ach of Warranty)

Pelanggaran, gerz Agaijaminan dari pelaku usaha
yang menyal tidak mengandung

(construction

Darang
produkdibarang,
dengan” menunjukkan t n o aku . alah orang yang bertanggung
jawab”daay berkewajibai aias. pelangaarchy yangsdikakukan, terjad a kerugian
pada orang ﬁ; % irakan akan adanya
kerugi iyt miotell pembell (KONSUMER )« rmi cendapat dijadikan
dasar gugatan, manakalamenne yarat, sehagai, beri KU
a Suatu tingkah¥aku yano v an kerugran, tidak sesuai dengan sikap
hati-hati yang normal;

%7 Y ohanes Gunawan (&), Product Liability Dalam Hukum Bisnis di Indonesia, orasi Dies
Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Januari 1994. hal. 8.

% Andrew Carl Spacone, “The Emergence of Strict Liability: A Historical Perspective
and Other Consideration Including Senate 100", Journal of Products Liability, Vol. 8, hal. 273-
274,
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b. Y ang harus dibuktikan ialah bahwatergugat lalai dalam kewagjiban berhati-
hatinya terhadap penggugat;

C. Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata (proximate cause) dari
kerugian yang timbul .*°

3. Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat pada umumnya tanggung

gugat tidak lagi didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban pembuktian

pada konsumen tapi pada produs BNgouNg gugat atas dasar strict liability
yaitu tanggung guga
atau tidaknyg

gugat il

8, 4sehingga kemungkinan ada

ﬁ 3 3N dengan tanggung
erp £S g i J@leh konsumen
tersel : A r 6.3 kan prinsip
tangot vl \@ Te ‘ gapa prinsip

] fawab mutlak (strie \ iterapka ‘ : entang

Produk ada
Aqiera korban (konsu St ' pihak,
pbeba Lglan ' ] ditangg <M yang
droduksi 7 pcat/be out  di

an,
H'. ggan mene ,' A - g-barang di , berarti

usen menjanmii Dahwia bars 1+barahgstersehut am antas untuk

dipergunak fm % i@ harus bertanggung

kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen

% Agnes M. Toar, 1989, op. cit., hal. 7

100 Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hal. 172.
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kepada produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict
liability) dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.'%*

Selain ha tersebut di atas, ada alasan-alasan lain yang memperkuat
penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) tersebut yang
didasarkan pada prinsip social climate theory:

1. Manufacturer adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih

baik untuk menanggung gian dan pada setiagp kasus yang

mengharuskang A Meneruskan kerugian tersebut

dan me a menutup asuransi

dasi, barang hasil

alang m tentang, tanggung je ' orb orsumen)

enuntu eNSas aSarn a dihart kkan

iga.ha yaitu:
1., ihwaprodukt U :K, ada tu diserahk msen;

2. ?Na cacat gtersebutaitelal ANy ebal atau twebabkan
kerugi fl\"érﬂ ;i_\ 'L

menunjukkan bahwa pada

orban (konsumen) harus

inya kerugian, produk tersebut pada

101 saefullah, op. cit., hal. 54.
102 saefullah, op. cit., hal. 55.

13 | bid., hal. 56.
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prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh pelaku usaha,
artinyatidak ada modifikasi-modifikasi.

Meskipun sistem tanggung jawab pada product liability berlaku prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liability), pihak pelaku usaha dapat membebaskan
diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal
yang dapat membebaskan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut adalah
sebagal berikut:

a. Jkapeaku usahatidak menge produknya (put into circulation);

b. Cacat yang meaye : ‘ i, tidak ada pada saat produk
diedarkas sebut baru timbul
kegaldi

c. bahwa p 520U 2 dijua atau

alam rangka

emenuhi
oleh

ecara il and te edge,

Stateqor art defensg)ipada saé sebut  diedarkan, tidak amaungkin

Cacdl;
Dalam hal pelak sahia. dari s Nponen embukt@wa cacat

tersebut . éﬁ; AN de ihn di mana komponen

h.

Dengan diberlakukannya prinsip strict liability diharapkan para pelaku

usaha (produsen dan industriawan) di Indonesia menyadari betapa pentingnya

104 | pid., hal. 57.
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menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan dan/atau diedarkannya, sebab
bila tidak, selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar resiko yang
harus ditanggungnya. Para pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam
memproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen, baik
dalam maupun luar negeri, tidak akan ragu-ragu membeli produksi Indonesia.
Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produk yang menganut prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liability) yaitu dapat mengantisipasi kecenderungan

dari dunia dewasaini yang lebih perhatian pada perlindungan konsumen
Hal ini disebabkan karena
enguntungkan pihak

pg |ebih kuat.

. gpabila pembeli
/ e a dengan

enggugat _(konsume: 5 dapat

dari kerugian yang,dieles
sistem hukury

pelaku k

ahwa produk ko g dik a rusak’e gugat
saha) tida el -hal
jrodtk” suat ang atatiip : ghya. Kerll D ini cacat

perlu me ang tidak rasi roses

)un jeni > fa anufact yatu
efect)

tidak sesuai ga : barang, cacat desai

y in produk ti a an, . daCacat peringat instruksi
(war nstruction«eefectaya lacnmpetun k-peturwa barang
mengenai infg (j; > Kerug ?‘Eb.’ dérita seorang pemakai

dau p 'V'i -".-“":l-Vf:Wlml".ﬂ;r:\llﬂ\' 1t ggung Ja[vab
mutlak (strict LLability). dasi i (produsen) dan/atau pengedar

pgguna produk berlaku tanggung
jawab tanpa kesalahan (Iiab| y u . Pengecualian dari tanggung jawab

mutlak (strict liability) terhadap pelaku usaha dapat terjadi apabila ia dapat
membuktikan keadaan sebaiknya, yaitu kerugian yang terjadi tidak dapat

(distributor) produk-*Kepad

dipersalahkan kepadanya.'®

105 | hid., hal. 34-36.

106 Ray H. Anderen, Current Problem In Product Liability Law and Products Liability
Insurance, Insurance Counsel Journal, July 1964, hal. 201-205.
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Dengan adanya tanggung jawab produk (product liability) maka terhadap
kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan
berdasarkan adanya kewagjiban produsen untuk menjamin kualitas produk.
Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga
pembelian atau penukaran dengan barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi
ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang
menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak

konsumen atau pembeli. Oleh baik produsen maupun penjud

(penyalur) berkewgjibe ereka pasarkan.™’
Dalary Perdata), ketentuan

tentangt@ - f vaitu dalam Pasa

1504 474, 1491,

~ g|Sya|’ KA adanvya JaNab
7 pal  dene UPK.
terhadap_pasal-pa arsebutt (mulai Pasal 8 UU

sebagal tindals ana menu , orl Pasali6 UUPK sal 19

erumus Joung du gan ne
Waku usaha bertano : € ikan ganti rugigatas k
cemaran, da U_kerug , akibat mengkonst

AW

O lan Nd atall benagantian: batane A yang Sejems

atau selara n esenatan . dan/atau  pemberian

santunan ya e Q 3N perattiran perundang-undangan
yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi;
4, Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesal ahan;

17 | bid.
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5. K etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.'®®

2.7 Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen
Prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen jika ia

merasa dirugikan oleh produsense ptut untuk mendapatkan ganti rugi dari
produsen maka berda
tidak membe

konsu

usaha yang menolak dan/atau

i rugi atas tuntutan

erlihat. bahwa €
NalT mefaltigpen

gisebut dengan _Badan F
neldtl Penge egeritempa

Ut -'u ‘ol

ilakukan,secara damai oléfipa ongketa. Y ang dimaksugilengan
kedua belah
pihak “yaal bersengkeiamdpelaku U g nsumpa melalui
pengadilan a 4"5“ Pe ,.A OnSunie,. (BPSK) dan tidek

bertent ofel ndana-Undana Petlindundan. ke

penyelessian secara darfial edlah peyalesaian yahg dilakukan old

Menurut_ UUPK _ads ﬂ okokgaiaengendl . penyelesaian sengketa

konsumen, yaitu dir'ftarp ilarr melalUigpengaditan.

1% |ndonesia (a), op. cit., Pasal 19 ayat (1).

109 gysanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, cet.1, (Jakarta:K encana,2008), hal. 99.
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2.7.1 Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan
Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara.
ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi serta bentuk lainnya.**
Sedangkan di dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian

sengketa karena yang termasuk dalam aternatif penyelesaian sengketa hanya

konsultasi, negosiasi, mediasi, ke
Dari sekia

memperkena ( . De gian sengketa, yaitu

an penyelesaian ahli.
. aiadi |uar pengadilan, UUPK
dlesalan sengketa
BPSK).

intah di
Tingkat |l Untuk penye esai ¢ ' 1 di luar

ini

paga penyelesaian a ko i, yang

an melalui BPSK infime ] angan
emilikigfpersel i sihal

sarkan 54 bahwa

el

m g jumiah an , rus ganjl terdiri dari

angani dan konsumen, BRSK entuk

Ikitnya 3

(tiga yang mewakiti=semia Unsur dan.dibai iy

111

Kep qﬁ C > fimal dan mengikat.

Yang O dK NiAak -\l..-;_-:]‘.-aT:"GIE'I'-|||r.:\-.-'-“‘F“ O BPSK tldak

ada upaya bandiag dan kasasir - ' m
Sifat “final da . U } upakan ketentuan yang
tidak mutlak. Hal ini dapat difiha etentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK yang
menyatakan bahwa dalam wakiu 14 (empat belas) hari kerja terhitung seak

putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib
menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Selain itu, juga dapat dilihat

19y ghya Harahap (&), Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 186-189.

1 pid., ps. 54 ayat (3).
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melalui ketentuan dari Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap
putusan Pengadilan Negeri para pihak paling lambat dalam waktu 14 (empat
belas) hari kerja dapat mengajukan kasas ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut, meskipun sudah ada
usaha untuk mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui
BPSK yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, akan tetapi UUPK masih

membuka kemungkinan bagi pii cheratan atas putusan tersebut untuk
mengajukan bandinggke ; assgla pihak yang tidak puas

terhadap kep

mengajukan upaya
pajukan kasasi ke

<Al & yjketa, di luar
gengan_jumlah ™ tahapan jpenyel esai an

dila arena Keaue alui tiga

jak dikepalnya upayask anding

u an kebe atas pUtuSaniBPSK,
dikena anding

idak mengura hapa : W yang
a diusahakan 2NNy 2 .

memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun peluang untuk mengajukan
kasasi sebenarnyaterbuka bagi setiap pihak dalam berperkara.

Selain itu Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen juga telah

memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen

12 Apdul Halim Barkatulah, op. cit., hal. 128.

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan
Negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung,
dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke
Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

28  Sanks Hukum dalam UUPK
Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha

yang melanggar ketentuan dapai an dalam Bab XIII Undang-undang
Tentang Perlindungan
Pasal 63.1*°

o

i.Pasal 60 sampa dengan

Sanks

Stratif merupaka usus’ yang dibefkan.g ndang-

entang  Petlimdungan 'K ong epade
keta Konsumen {BPSK) a tugas dan/atau
iberik olel sng-undang tent

a BPS
gadilan.**

b.

ksi Pidana P

S Pidana.Pekek adl

a.otel pelaku usaha Undang- i ang Perlindungan

Konsume “memungkimnke ﬂ Aya_penuniutan pidana terhadap
pelaku usahadan/atail pe »w

C. Sanksi Pidana Tambaha

Ketentuan pasal 63 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana

12 Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, op. cit., hal. 83.
114 | bid., hal. 83-84.

15 1bid., hal. 84-85.
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pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-

undang tentang Perlindungan K onsumen. ™

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:™

a

b
C.
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya

€.

&
>
<

7

Perampasan barang tertentu;

. Pengumuman keputusan hakim;

Pembayaran ganti rugi;

kerugian konsumen;

(')

K ewajibanrpe

25
gl

118 | bid., hal. 86

17 bid., hal. 87.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM MENGENAI STANDAR MUTU PRODUK

3.1  Standar Mutu Produk
3.1.1 Definisi Terkait dengan Standar Mutu Produk

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 Tentang
gsional Indonesia, Standardisasi adalah

Standardisas dan Pengawasan Sk
proses merumuskang [ r g dan,_merevis standar yang
dilaksanakan pihak. Sedangkan

menurutsiP3 enublik Indonesia

agrkesehatan,, lingkunga
eknologi, sertapenga amangperk
eroleh

1 angka 1: ere N iSPerdagangan Republik ladonesia
N M-DAG/PERIS2009 tentanc ; N dan Tata Cara“Pepgawasan

Bar atau JasaeSiandarNasior genesianyang selanjutnya disebut SNI
adalah standg ’ﬁ" 3adan S .;i"‘e} asional (BSN) yang
berl ak 't SEC: Phal=dan meaurut Pasal 1 _angl Peraturan  Menteri

O/M-DAG/PER/5/2009 tentang

Perdagangan Republik__ladone: ‘
i : danfatall Jasa, Standar Nasional

Ketentuan dan Tala"Cara Penc
Indonesia (SNI) wajib yang sela disebut SNI wajib adalah pemberlakuan
SNI secara wajib di seluruh Indonesia yang ditetapkan olen Menteri atau Menteri
Teknis terkait.

Standar didefinisikan sebagai suatu dokumen tertulis, yang naskah
utamanya berisi ketentuan-ketentuan yang menunjukan persyaratan yang perlu
ditaati dan secara umum tidak bertetangan dengan standar atau kode lain, atau bila

diadops menjadi ketentuan hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
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yang berlaku. Definisi SNI menurut BSN adalah dokumen berisi ketentuan teknis
(aturan, pedoman, atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang
dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh Instans Terkait untuk
dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum
ditinjau dari konteks keperluan tertentu. 8
Berdasarkan jenis penerapannya maka dikenal 2 (dua) macam Standar
Nasional Indonesia (SNI) yakni:
1. Standar Wajib
Yang dimaks

d_e A, standar yang berkaitan untuk
A atau keselamatan,
i3 [’agkungan hidup

3 nberlakukan
Kasl ISsielan/atau

ditetapkan melae™ Sure putusan

ang ,\' ge
apabila

angkan bebe .‘ g .o nis “mutu’ ikut

a urut Phl 0. B0l sh o e A daI

b. M enugdt: \A { ) J 11- ahan masalah untuk
empurnaan terus-menerus

C. Menurut. Joseph M ‘ ﬁ 2y atigkesesua an dengan penggunaan;

d.

Menurut K. 1shiKa rberarti kepuasa pelanggan. '

188 ayang-Bayang, Definisi Sandar, http:/nspm-
media.com/site/index.php?option=com_content& view=article&id=80:definisi-
standar& catid=52:umumdefinisi & Itemid=56, diakses pada 27 September 2009, pukul 10:11.

19 1ndonesia (b), Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, Pasal 12 ayat (3).

120Bayang-Bayang, Definisi Sandar, loc.cit.
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Dari pengertian tersebut di atas dapat dissmpulkan “Mutu” lebih
ditekankan pada pemenuhan persyaratan dan kepuasan pelanggan daripada harga
atau merk. Standar merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk
suatu produk agar selalu memberikan rasa puas dan aman bagi pemakainya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang
bermutu selalu memenuhi standar.

3.1.2 Tujuan dan Manfaat e gan Standardisasi M utu Produk
Tujuan dibgl , m @dalam Pasal 3 PP nomor 102

Tahun 2000,
3 h tenaga kerja
Sel 5 , kesahatan
Al f
ang 3 3

el (dl d e

O \.c\ . N
daya
kepentingan, petli

aa chagaiseri kut:
a ine : sy/araks ..r"?} gmgkungan
b. ¢ Bl Se0mentas. .. RaSar, weltiehgh ambatan  dan
meningkatkan efisiensi: ﬁ perdagangan, Serta membentuk iklim
persaingan Yang se

C. Meningkatkan kompatibi daya saing produk di pasar global, serta
memperlancar pembentukan rantai produksi.

d. Meningkatkan kepastian usaha bagi produsen dan melindungi kepentingan
konsumen
Penerapan SNI mempunyai tujuan sebagai berikut, antaralain:

a Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan pada dasarnya bersifat
sukarela
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b. Untuk keperluan melindungi keselamatan manusia, keamanan, dan
kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan, serta perkembangan
ekonomi dan kepentingan umum lain, standar dapat diberlakukan secara
wajib oleh Pemerintah sehingga menjadi persyaratan pasar yang wajib
dipenuhi.

C. Instansi pemerintah yang berhak memberlakukan standar wajib adalah

instans yang memiliki lingkup kewenangan meregulasi suatu kegiatan

tertentu dan/atau peredg ang dihasilkan oleh kegiatan itu

d. Penerapan stainds . ! pakan standar oleh unsur-unsur

dusen, konsumen,

. \3 ' 19 r harus
ang_ditetap dengan_ketentuandal am Stri dan

aSVe nya,
en dapat diperhati kaggeke nanya

| ‘ akan setaradengan

. . y_’
g Lingkup U Standar
-
>

irquin 0. SNl :
a Kete ﬁ akan proc dltlnj aspek keselamatan,

Manan. . kelestarian TunoSh—hi ( kepentl ngan

b. Ketentuan ‘d , interoperatibilitas, dan

keragaman produk.

C. Ketentuan tentang sistem mangemen kegiatan ditinjau dari  aspek
kepastian dan perbaikan mutu, sanitasi dan kesehatan masyrakat, serta
kelestarian fungsi lingkungan

2 hid,

122 \Wawancara dengan Bapak Michael Manurung di Departemen Perdagangan, pukul
10:00, tgl. 9 April 2010.
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d. Persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian obyek tertentu terhadap
ketentuan tersebut di atas.*®

Sedangkan proses penyusunan standar di Indonesia didasarkan atas 2
(dua) sumber, yaitu standar internasiona yang telah diakui oleh masyarakat
profesi, dan standar yang disusun dari konsep murni dan hasil perkembangan

penelitian.

Apabila sumber diambil dari stag pasional, adopsi yang dilakukan dapat
dengan 2 (dua) cargyai

1 Adops t sebut tidak harus

dite - n R N i fterjemahkan ke

3 ; s i bila standar

S - ubah.
Adops modifikasi, artiny ernasional tersebut diterj kan ke
hasa [Ndo a, daf iSestia kan del nesia,

jemahannya secara bebgs; danapabila terjemahan nesia
1

erseb embal ikanke hasa ¢ i dak hart ma.

-pihak yang JFerkai ﬁ asalah Standar Muty Pr
erapan stand el K ya tingan pada bersifat

suk ntuk kepe A el naur e N Mmanusi anan dan

kesehatan vﬁ kel ﬁ‘m erta perkembangan

ekonomijda agan. umum.lain, standar dapaimei Ukan secara wajib
oleh pemeri -milTl'lMﬁ atamgpasar. yang wajib dipenuhi.
Instansi pemerintah; —F K aberfaktikan standar wajib adalah

instansi yang memiliki lingkup K gan meregulasi suatu kegiatan tertentu
dan/atau peredaran produk yang dihasilkan oleh kegiatan itu. Penerapan standar
adalah kegiatan menggunakan standar oleh unsur-unsur yang terkait seperti
pemerintah, profesi, produsen, konsumen, laboratorium dan lembaga sertifikasi.

»Bayang-Bayang, Definis Sandar, loc.cit.

124 | bid.
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Pihak-pihak yang berperan terkait dengan masalah standar mutu produk,
antaralain:
a Pemerintah.
Bagi pemerintah, Standar merupakan instrumen penting untuk
melaksanakan pengaturan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan
umum.

b. Profesi.

Penerapan standar bagi g5l sangat penting untuk pengembangan
metoda, sisteqs, i gi dan cara pemecahan masalah
yang k

C. Proc
0 W > A g ungkinkan
astingkat,

pengurangan_jenis dan 3 Sedi 3 pal ] n, dan

", pengguna c ¢ 4 [ v katan
si dan produktivitas.

Jan prod k terse engan

w\dar nasional. ;\Bagi ﬁ enggunakannya, akangterjamin
anan dan k¢ n at

-

baga ifikas \
@ t|f|k --- boratorium berperan

T "‘Illlq-|||I“'-m‘:1|[..lr-m'“ a 2pDenaran h%' I

pengukuran dan peagr| ' ;
2
. on

3.1.5 Standar Mutu Produ
Adanya perbedaan standar untuk menentukan hal-hal yang sama dalam

negara atau tempat yang berbeda dapat mengakibatkan rintangan dalam menjalin
hubungan saling pengertian mengenai ukuran mutu suatu produk tertentu yang

sgenis atau sama karakteristiknya. Oleh karena itu, diperlukan standar mutu

125 | pid.
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produk yang dapat diakui atau diterima seluruh Negara (semua pihak) yakni
dengan menetapkan apa yang disebut standar internasional .

The International Organization for Standartization (ISO) adalah badan
standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang
terdiri dari 130 negara, yang berkedudukan di Jenewa-Swiss. Organisasi
internasional ini terdiri dari lembaga standar nasional, meliputi anggota MEE dan
Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura

dan lainnya. 1SO berdiri sgja ddan dipimpin oleh Mr. Mario Gilberto
Corropass dari Brazikmn : 31 hiRgoa sekarang. Karena 1SO
bukanlah sing

di masing- eg ' 0

naka interpretasinya

Inggris), OIN

diri @i bentuk

Stiatu standar siste N mutu,

sehaga 5Q9000.

awalnya, konsep mu pertithal tersebut diatas diihal PD II

a 1ngg yang mengel a bag kepen 0 |og| K perangnya

a akhir tahun 19 M stander sistem mutu,AQARS(Allied
Q ssurance Pu 401 - pengembangan dari  standr
seb p kemudiangbe "-i’*""f‘ hun 1970-an Inggrl mengembangkan

lebih lanit xg. mbangan ituadalah
DEFSTAN : ele UK. Ministry " of Deier ngge bisa ditarik

kesimpulan konsep _m erseb) ﬂ ya dikembangkan, justru oleh kalangan

militer.
"Dalam perkembangann yak bermunculan standar sistem

manajemen mutu sgenis, yang merupakan satu rangkaian mata rantai dari standar

mutu produk, yakni:

1. Deming Prize (Jepang)

2 Malcolm Baldrige

3. European Quality Award

4 The British Quality Award
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5. The Irish Quality Award

Tetapi dengan pengadopsian “Standar 1SO 9000 series” secara besar-
besaran sebagai Standar Mutu Produk Internasional dikarenakan registrasinya
hampir di sgjumlah 32 negara. Data yang didapatkan dari survey ISO sampai
dengan Desember 1999 menunjukkan bahwa terdapat 343.643 organisasi di 150
negara yang mendapat sertifikat 1SO. Sedangkan hubungan penerapan SO 9000
pduk internasional adalah dilihat dari

bagla ) ; C akni dengan memetapkan

Series, sebagal prinsip standg
tekanan kebijaka
sasaran da er ’ 3 engikuti  verifikasi,
validasigiin as ) ntimgan kepuasan
kons . A0 ah standar

sl 0 & inter ¢ ' yang
C lIb‘T annya berstandar mutu ional.™

JK B
ak dam'KewajibarrRel ak ha'da asala tu

ardisasi Mutu Pra

ni Rerlindungan Konsu

as prog aN0 da if ate ksaan

mutu barang yang ﬁ seftatbanyak pula yang dipengaruhi
a ukan oleh pfogran  ToutUlitu sendiri. Selain ity tingkat

keg ' ngalskecil, maka tingkat kepercayaan
konsumen pag j A ehingga.bagi produsen pun

terh| nd al h-'!mr-\rm. ET?!"-E‘-&- ICal_DEGCILI 0 k ba’bahaya_

Faktor mﬂw ﬁ‘ predusen._adaldll sangat penting karena
<criamenentukan sampa ~ i

dapat memepengaft Pai, sef A Mana pertanggungj awaban
hukum pihak produsen (dala aveat venditor) dari gugatan pihak

konsumen bila produk yang dijualnyatidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

126F Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Quality Service, (Y ogyakarta:Penerbit Andi, 1997),
hal. 1.
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Apakah ada unsur-unsur perbuatan kesenggjaan ataupun sebab kelalaian
Semata.127

Standardisass Mutu Produk (khususnya SNI) adalah bagian dari upaya
nyata Pemerintah untuk mendorong pelaku usaha (produsen) agar selalu berhati-
hati dalam menciptakan atau membuat atau mengedarkan barang cacat (tidak
sesuali dengan SNI) yang membahayakan dan/atau menyebabkan kerugian bagi
konsumen serta menghindarkan kerusakan barang.

disebut cacat (atau Product Defects)

Barang yang dikategqri
dikarenakan pada halsse
1. €

Sedangkan yang dimak =nga kan barang™ada amana

amal 5 an oleh

ggunaan praduk tersebt d use)

tara lain:

Produ
dengan harapw:ﬂ
i distribusi™

ah mutu produk,
U Nomor 8

jasa.

27 \Wawancara dengan Bapak Eddy Y. Latief di Departemen Perdagangan, Pukul 11:00,
tgl. 9 April 2010.

128 |mron Nating, Perlindungan Konsumen dengan Product Liability, (Artikel
Solusihukum.com, 5 Maret 2004), hal .3.

12 yohannes Gunawan (b), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang, (Jakarta:
Depperindag-Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Perlindungan Konsumen, 2003),
hal.13.
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Daam Pasa 18 PP 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional,
menyebutkan sebagai berikut:

D Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang
dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar mutu
nasiona Indonesia (SNI) yang diberlakukan secarawagjib.

(2)  Pelaku usaha, yang barang dan/atau jasanya telah memperoleh sertifikat
produk dan/atau SNI dari lembaga sertifikas produk, dilarang

memproduksi dan meng . barang dan/atau jasa yang tidak

memenuhi SN (
) -; enyebutkan:

? j e q al j g SN I-nya
[efah diberl akukan se allb memiliki Sertifikal P Tanda

0 O erl K |e|'] .-‘ I aS| =
aku usaha dapat digerikan Sextifikat Produk Pengg SNI-
aks sbut di .

nya sebagal mana yang d

industrian dan

Telah
u Barang da an telah mem aratan
SNI yan jib, yang dibu dengan
1 Sertifikal alOral ok InspekLvl Lembaga

e N

-vn-qnu_-,,"{:;'nl'lm-'iﬁmvm-:.w-"’ i 3 i g d|tetapkan

aleh [ embagaiSe ﬁ 0‘
Kemudian dalam Pasdl' 8 v asal 12 Keputusan Menperindag nomor
753IMPP/Kep/11/2002 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib memenuhi
persyaratan SNI yang telah diberlakukan secarawajib.

Pelaku usaha yang menyatakan menerapkan SNI Sukarela atas hasil
produksinya, wajib:

a Memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI
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b. Memproduksi dan/atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai
dengan persyaratan SNI yang ditetapkan.

Ketentuan tentang kewajiban pelaku usaha dalam memperhatikan segi
mutu dan/atau kesesuaian standar mutu atas produk dan/atau jasa yang dihasilkan
adalah salah satu bentuk dan upaya perlindungan konsumen, yang dilakukan
secara preventif oleh Pemerintah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, adanya

kewgjiban pelaku usaha untuk hi standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan perundangstind 3 ; prinsip dari perbuatan
“kehati-hatiag N 3 dalam melakukan
kegiata@ius JPYK i ) diperhatikan

ndar mutu

erdagangan

anjikan
a ngga dapa pula

igbahaya keselamata flan kesehatan kon

onsg S| ataS ANoi awa)l ban tang

utu p sesual rundang rsebut

apat dikenakan sanksi be

1 Pelaku usaha be an ganti rugi usakan,
peatemaran, danfaiall isUenyakibat men

msi barang
dan/atg #’f -

2. yengembalian uang

atau barang
dan/atau pemberian

pilainya, atall perawatan kesehatan
sual”dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang s

3. Tuntutan pidana berdasarkan pembuktian adanya unsur kesalahan (kecuali

dapat membuktikan sebaliknya).

20 1ndonesia (a), op. cit., Pasal 19 ayat (1).
31 1pid., Pasal 19 ayat (2).

22 1pid., Pasal 19 ayat (3).
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4.  Sanks secara administratif** juga dapat diberikan kepada pelaku usaha
yang mengindahkan masalah perlindungan konsumen khususnya

kewajiban atas ketentuan persyaratan standar mutu wajib bagi produk.

5. Adanya sanks tambahan berupa:
a Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
C. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah pemberhe tertentu;
e K ewajibar
f.

) SNI adalah
dustri  dari

[ een Teknis semata seddl a Al ak sebagai

a hukum akiba \ | X nan, dan
akibat dari_cacal jproc fall penggunaa prod er A yang
i IKONS! oleh kO sgbara tegas indundi” Kepe ingan

ONsuUMe 3 i NS ct Liab

s dalam Keputu enteri
JMor 753/MPPIK hanya
kali) yang
anpa mengindahkan

ketentuan pe an-kensumen.akibat Kertigianvang:di Anya, antara lan:

a Ker OIEHMETW -‘

38 yang dimaksud e S administr urut UUPK adalah penetapan ganti
rugi, sedangkan menurut pasa 24 (2) ahun 2000 adalah pencabutan sertifikat produk
dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan atau penarikan barang
dari peredaran... sedangkan menurut pasal 21Kep. Menperindag nomor 753/MPP/K ep/11/2002
adalah berupa pembinaan yakni memberikan peringatan tertulis satu-empat kali dengan tindakan
terakhir adalah pencabutan izin usaha (padahal akibat dari perbuatan pelaku usaha sangat berat
bagi konsumen adalah mengakibatkan kerugian jiwa atau cacat tubuh)...sedangkan menurut
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009, pelaku usaha
dikenakan sanki sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK ditambah dengan biaya-biaya
yang timbul atas penarikan

3% Indonesia (a), op. cit., Pasal 63.
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b. Kerugian Cacat Jiwa atau Cacat Tubuh (Pasal 23)

3.2.2 Pengawasan dan Pembinaan Standar M utu Produk

Kebijakan dasar yang melandasi langkah strategis pemerintah dalam
melakukan pengawasan dan pengaturan produk yang beredar serta
diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia, terutama bagi kepentingan
perlindungan konsumen adalah pasal 8 (a) UUPK, yakni:

...Laranga Kukan kegiatan produksi
dan/a : i : lak memenuhi atau

an perundang-

A‘i! V -.=' |
disasi dan Pengawasa
odl' AU dan/ :

adalah
s yang disertifikasi dergan pe

edangkan men Pas ) raturan Men agangan

Republtk 4Indonesia . NOmOr 4 20[M=DAGIPER/5/2009, pery adalah
serangkalan kegrdl 4!'? oleh pe ;';"'h 35 untuk memastikan

kesesualan tproduks barang
dan/atau jasa, pencar

d, k IﬂuI cara_menjual, pengiklanan,
pelayanan purna jUal'dan kebenars nya

Lingkup pengawasan an/atau jasa yang beredar di pasar
baik yang berasa dari produksi dalam negeri maupun luar negeri/impor dimana

pengawasan barang dan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan oleh

5 Indonesia (c), Penjelasan Umum dalam Pasal 1 Nomor 28 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 Tentang Standardisasi dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
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Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat.

Pengawasan tentang standar mutu, dilakukan Pemerintah menurut
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 oleh Menteri teknis dalam mengkooordinasi
sehingga setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh
pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hal standar mutu.
Sedangkan dalam Pasal 5 diseb

standar mutu sebagai . i ergadap barang dan/atau jasa

mwa Pengawasan pemenuhan ketentuan

yang beredar, | yang diterapkan

oleh paid . . : ‘, an wajib oleh

gpentingan

keselamatan, kea

ikonsumsi dan/ataudig
K yang

dar lain yang ¢

rintah; dan/at
kadar, purn

ing terjadi p

an

berikut:
1. Sebagai ti

Konsumen Swadaya Masyarakat yang memerlukan penangan secara tepa;
atau

3. Adanyatemuan informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik,
atau media lainnya.*®

1% |ndonesia (d), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 22 ayat (1).
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3.3  Standar Mutu Kendaraan Ber motor

Untuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pemakai akhir
kendaraan bermotor harus ditetapkan suatu standardisasi terhadap mutu dan
kualitas komponen-komponen kendaraan bermotor agar dapat menjamin
keamanan, keselematan, dan kepuasan konsumen yang menggunakannya.
Kendaraan bermotor secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a Kendaraan bermotor dz gaan terural sama sekali (Completely

Knocked Downk C ) gbermotor dalam  keadaan

engkapannya  yang
-

b. > ] ’ C ral Okap (| ncompetely

oto ‘ eadaan

yang tidak |engkap“dan, tia emiliki

sanNgKutan:

hbermotor an bagi

ang  dig endarae dan
terurai tidak glengkapsadal ah

ongkar menjadi“beberapa sub-
139

kendaraan b
k
kom

kendaraan be

an tidak e ama Koinponer ang ber Kutan.

Pasal ﬁm ‘ ?ﬁ"ip 2 dan Perdagangan
Republ ' iassNemor.. 275/MPP/Kep/6/1990 oi¢ dustri Kendaraan

Bermotor: v' ' '!‘
“Setiap Komponen yig C si! dalam negeri atau diimpor harus
memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau

Standar lainnya yang berlaku”

37 1bid., Pasal 22 ayat (2)

138 |ndonesia (€), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 275/M PP/K ep/6/1999 tentang Industri kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 3 dan 4.

139 | bid., Pasal 5 dan 6.
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Yang dimaksud dengan standar lainnya yang berlaku dapat berupa
standardisasi yang ditetapkan oleh pelaku usaha dan/atau persyaratan teknis lain
yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang. SNI yang mengatur
mengenal kendaraan bermotor secara utuh sendiri belum ada di Indonesia. Jadi,
dadam hal menjamin mutu dan kuaitas kendaraan bermotor yang akan

diperdagangkan serta diedarkan dan kemudian digunakan oleh konsumen maka

harus ada suatu standardisasi_te autu dan kualitas komponen-komponen
kendaraan bermotQ : angkesel ematan, dan kepuasan
konsumen ya itang ban kendaraan

bermotor S ) ukabut belakang

strian  dan
angan Republik. |ndonesiait 275/M PP/K ep/6/1999 1e ndustri

otor menvatakan bs a

Setiag ndaraa e MOtOr Yer dig di Ind ia diw
apkan ' donesi or lde

Wmotor (SNI.09-2411 d

wmenur Ketentuan pasal terset tiap endara@or wajib
untuk meneg ﬁr. > H‘F} Bermotor. Nomor

Identifikas al-Bermotor.tersebut” bergui enjamin mutu dan

kualitas kendaraan Dermoier yar ﬂ it Ciglndonesia fersebut. SNI tersebut
merupakan SNI Wathunt a J g

Industri komponen 3 permotor di dalam negeri perlu terus
melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan kualitas produk yang semakin
baik. Dengan efisiensi yang tinggi, serta tingkat kegagalan yang semakin rendah

sehingga mampu menekan biaya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing.

140 \Wawancara dengan Bapak Budi H. di Ditjen Industri Alat Transportas dan
Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, jam 13.00, tgl. 14 April 2010.
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Industri komponen sebagai pendukung utama industri perakit juga harus
mampu menjadi pondasi sekaligus pilar yang kokoh bagi struktur atau bangun
keseluruhan industri kendaraan bermotor nasional. Dengan kuatnya industri
komponen diharapkan akan nmengurangi ketergantungan industri perakitan
kendaraan bermotor terhadap komponen impor sekaligus mendorong peningkatan
kontribusi industri dalam perkembangan ekonomi nasional.

Khusus untuk menjamin kualitas dan mutu dari kendaraan bermotor serta

dalam pengembangan industg dalam negeri dan pendukungnya,

Departemen Perindusiris dustri Alat Transportsi Darat
dan Telemati terobosan dalam

lokal yang
stri-industri
iliky M erek)

otomotif

igiRal yang berlaku seca : j ik. Un T patkan

sepuUal QS A A a Ser CA [ > ro%
pun sta ( ' Ahli

Ot Indonesia i baga

p tifikas (SC ) Mdalui p QSEAL
dihar kemampuaisiiid D/ Sukiscadang d egeri  dapat
semakin bersali -of‘;‘;.. C ,m:i%

‘ glanya penerapan, QSEFAL ThEdike apat'menjadi suatu

media interaksl_antara .pase S ﬂ er - defgan_Instansi pemerintah  untuk
menggalang kebersamaa Ir erpe eCara lebih aktif dalam proses

pengembangan industri otomotif.

1 Dijelaskan dalam Sambutan Direktur Industri Alat Transportass Darat dan
Kedirgantaraan pada Pembukaan Workshop Evaluasi Program Bimbingan Kaizen dan Penerapan
QSEAL, tanggal 18 November 20009.

142 | bid.

18 \Wawancara dengan Bapak Budi H. di Ditjen Industri Alat Transportas dan
Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, jam 13.00, tgl. 14 April 2010.
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BAB 4
ANALISISKASUS PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB STANDAR
MUTU PRODUK MOBIL OLEH PT. NISSAN MOTOR INDONESIA

4.1. Kasus Posis Pelanggaran Tanggung Jawab Standar Mutu Produk
Mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia
langgaran Tanggung Jawab Standar

4.1.1 Kronologis Terjadinya
Mutu Prog
Kasus : J K b | 32 Hendra membeli
mobil Nilsse ; san di Pondok

k un setelah

Berdasarkan hasil i h Service Advisor suara

Orlndonesia

| uarkan
ersebut

tama

terletak ‘pada transmis s ak NIss Aotor anjl| akan

laim ' untuk kukan
pada mobil tersebutaSetelah
yungi oleh pihak NSsan bahwa

atas transmi

m selama 2 mi
suku 4gterseb sudah dai Jon dapat. Segera.di) akukan jpenggantian pada
Nissan Moto (:Qo? 3 ;i\

@l kan-penodantian. sukl cadang.aé arsebut berada di

bengkel selama .2 (dua). hasigakhi “ naassudal dapat menggunakan kembali

mobil tersebut. Namtmn, setéls v
tersebut muncul kembali dan"He ambali mengajukan klaim kepada Nissan
Motor Kebon Jeruk. Setelah dilakukan investigas ternyata permasal ahan kembali
muncul pada transmissi assy dan klaim atas mobil tersebut akan diteruskan ke

ninggu pemakaian suara

Nissan Motor Indonesia. Sgjak 1 (satu) minggu dari digjukannyaklaim, pada saat
Hendra menggunakan mobil tersebut tiba-tiba mobil tidak dapat dijalankan
(mogok ditengah jalan) dan gigi mobil tidak dapat dipindahkan (tidak berfungsi).
Pada akhirnya Hendra menghubungi ERA (Emergency Road Assistant) untuk

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



74

menangani mobilnya tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh
pihak ERA mobil tersebut harus dibawa ke bengkel Nissan karena permasalahan
terdapat pada mesin dan tidak dapat ditangani oleh pihak ERA. Kemudian mobil
Hendratersebut diderek untuk dibawa ke bengkel Nissan Motor Kebon Jeruk.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Hendra ternyata permasalahan
terdapat pada bagian kopling dan pihak Nissan akan mengganti bagian-bagian
yang rusak tersebut. Setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut berada di bengkel,
Motor Kebon Jeruk dan diberitahukan

bahwa mobil tersebutrsu 3 < mbik. Pada kesempatan tersebut

Hendra kembali dihubungi olgh

Hendra sangg emeriksa kembali

terhadapi’ s )al ; ermasal ahan-

] sebut baru
\s,/
ang.sudah dig

PENMasal d 70

arap tidak ada lag ! da mobil_Grand L

2 mia ok keluar 'da -,= SUara Kas cul dan

Ara Sel emud

gustus 2008, Hendra a ﬁ Nissan Motor Kebo o
menoktagn  permasala permasal ahan-permasal ahan

tersebtt, dra sangatstidak-nyamer '."'""ﬂ-‘- puas_dengan nobil Grand
Livina yang ﬁ %1. pembantunya dalam
mel akukan dan-mobilitas_ternvata hatksss | ngan dengan

bengkel dan hal_ 10l Sangat. e “ %
Hendra benar-benacdse issan Motor Indonesia

karena kerusakan pada mes 5 ~-o sudah sangat banyak dan parah.
Hendra sangat tidak yakin mobil tersebut akan dapat dipergunakan dalam jangka
panjang bahkan ia khawatir bahwa mobil tersebut akan dapat membahayakan
keamanan dan keselamatannya apabila digunakan dalam jangka panjang. Selain
itu ia juga mengkhawatirkan tentang siapa yang akan melakukan penggantian atas
spare part yang cacat dari pabrik setelah masa garansi mobilnya habis, dan siapa
yang akan mau membeli mobil tersebut setelah melihat track record service yang
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telah dilakukan padahal usia mobilnya baru 4 (empat) bulan. Oleh karena itu,
Hendra mengajukan tuntutan kepada PT. Nissan Motor Indonesia yang bertindak
sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemilik Merek) untuk mengganti mobil Nissan
Grand Livina 1,5 XV/MT yang lama dengan unit Nissan Grand Livina 1,5
XVI/MT dengan kondisi baru. Proses tawar-menawar dan negosiasi telah
dilakukan beberapa kali antara PT. Nissan Motor Indonesia dengan Hendra, dan

penawaran yang diberikan dari PT. Nissan Motor Indonesia antaralain:

a Penawaran pertama: pembelian  kembali mobil dengan

ketentuan harga la Y .
b. Penaw € 4 } 10bil sesuai dengan
1 (J AN ‘.‘

yore jukan ol \ ndonesia ini sangat

sesja dengan apa yang difae pleh Hendra, yaittragdanya gantian
srand Li \ yaig*fama deng iy Grand
XVIMT__dengan tidak

yerfungs den palk. Hée : ace Jengan pe aran dart P issan

artl mengingat mobikig

esia ter dalam

tawar yang lemal & % transparansi g yang
dan jujur dar Pl esia atas mopi d Livina

lissan M otor

mdapat dilihat bahwa

produk mobil yang merupakan
permasal ahan hukum pada kasus tersebut adal ah sebagai berikut:

1. Pihak PT. Nissan Motor Indonesia (pelaku usaha) memberikan janji-
janji yang tidak sesuai dengan promosi dan iklan yang ditawarkan atas
mobil Grand Livina tipe 1,5 XV/MT tersebut kepada Hendra
(konsumen);
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2. Pihak PT. Nissan Motor Indonesia (pelaku usaha) tidak memberikan
transparans informasi yang benar, jelas, dan jujur mengena
permasalahan yang terjadi pada komponen-komponen mobil yang
rusak kepada Hendra (konsumen);

3. Pihak PT. Nissan Motor Indonesia (pelaku usaha) telah memproduksi
produk yang cacat, yaitu komponen-komponen mobil Nissan Grand
Livina 1,5 XV/MT yang dapat merugikan Hendra (konsumen) dan

dapat mengancam keag an kesel amatan pemakai/konsumen.

4.2 Perlind

Jawab L ‘ issan M otor

pggaran Tanggung

-
I =

A 1 ., ] A K ] |d‘] PT-
Nissan'Motor |ndonesia

aiar béale g ka

mebil yang dilakukan®@leh

yeberapa hak sumen “vang 'dil

Hak atas kenyamana

parang an/ataUJasa
HakK Thigtel ah dil angg s SSaigvietor Indonesi aku usaha)

karena mol -iré? ' ?ih!; g.dibeli oleh Hendra
(konsume buittel 2 Mengalami_berbagaipe an Seperti adanya

suara kasar .pada_bagiamgtrans ﬁ ssy,mebil_tidak dapat jalan (mogok di
gsi, plat kophng habis setengah, matahari

tengah jalan), dgio [ ak b
pecah, mesin mengeluar are angus dan sebagainya. Selain itu, sudah
banyak komponen-komponen vital dari mobil Hendra (Konsumen) yang telah
diganti dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan adanya
permasal ahan-permasalahan pada mobil Nissan Grand Livina 1,5 XV/MT
tersebut, maka dikhawatirkan mobil tersebut tidak akan dapat digunakan dalam
jangka panjang. Selain itu, permasalahan-permasalahan pada mobil tersebut
dapat suatu saat akan dapat mengancam keselamatan dan keamanan jiwa
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konsumen apabila digunakan dalam jangka panjang dan konsumen juga tidak
merasa nyaman dalam menggunakan mobil tersebut karena seringnya mobil
keluar-masuk  bengkel sehingga menyebabkan konsumen sulit  untuk
melakukan kegiatan sehari-hari dan mobilitas. Hal ini berarti pihak PT. Nissan
Motor Indonesia tidak memberikan kepada Hendra (konsumen) hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan mobil Nissan
Grand Livina 1,5 XV/MT. Oleh sebab itu, karena hal ini merupakan hak
1saha maka pihak PT. Nissan Motor

Indonesia sebag Pasal 4 huruf a UUPK.
2. Hak atas { : ondisi dan jaminan
barang d

elaku usaha)

Olanya suara

konsumen yang harus dibexi

suku
ada

secarg _transpare permasalahan y pada
pone SMissi S8y, tersen . At servis pertama. Itu, pada
a hend alels 2N € ivina® sebut

di_ show room Nissan do H hak i Nissan ter malah
menjagjikan bahwa fmob XVIMT y dibeli

Hend ersebut merupakansproduk yang bag aIU| p dan iklan-
|klannya_ ) "l !‘ M mpoenen vital dari mobil

terscout ¢ h”‘--r\llllimﬁclllr K P or Ihdonesia tidak
memberikan_3S0lus ._ataugfinfq ﬁh{;rs dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan techadap ‘ ahyang terjadi adalah masalah

yang lebih merugikan konsume Olelt sebab itu, karena hal ini merupakan
hak konsumen yang harus diberikan pelaku usaha maka pihak PT. Nissan
Motor Indonesia sebagai pelaku usahatelah melanggar Pasal 4 huruf ¢ UUPK.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan
Hak ini telah dilanggar oleh pihak PT. Nissan Motor Indonesia (pelaku usaha)

karena dengan adanya permasalahan-permasalahan atas mobilnya tersebut,
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Hendra (konsumen) mengajukan komplain atas ketidaknyamanan dan
ketidakpuasannya terhadap mobil Nissan Grand Livina 1,5 XV/MT kepada
General Manager PT. Nissan Motor Indonesia melaui email. Dalam email
tersebut, Hendra meminta jawaban dalam surat resmi atas nama PT. Nissan
Motor Indonesia. Kemudian jawaban atas komplain dari Hendra tersebut
disampaikan oleh Ronny Tjahyadi melalui email (isi surat terlampir), dan jelas
sekali jawaban tersebut menunjukan bahwa PT. Nissan Motor Indonesia sangat
tidak profesional. Padahal He

ambutuhkan jawaban dalam surat resmi

atas nama PT._Diss glajp, itu, jawaban atas hasil
investigasi esia sesungguhnya
ti dakgiine aidan transparan

: konsumen
5 - .- Siste ings Hal ini

\~:p M otor fhdonesi derung

dengar "pa nya
VIMT yang telah difeli sebut.

sebab arena i ni" merupakan hal ' iberikan

il Nissan_Grand L

aha ma ja S usaha

elah melanggar Pasal
4. Hak™ uptuk diperlak
disKriraihatif

Hak ini tel gar olehp . 53 :%rh esk?(p')elaku usaha)

k are BlEa(K "m:-u.-T_"n‘TiY:ﬁu Klall-teh \/ ara ka%r dan

5 obidny digia.dilakukan servis pertama (1000
8
- §

benar dan j ta tidak

sangat menggangu
km) oleh bengke
sering bermasalah dan pe

eruk, mobil tersebut masih
an-permasalahan tersebut terus timbul
akibatnya banyak komponen-komponen vital dari mobil tersebut yang harus
diganti. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak ada solusinya dan pihak
Nissan Motor cenderung tidak memberikan informasi secara transparan
terhadap permasalahan-permasalahan yang menimpa mobil tersebut. Dari
pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa pihak Nissan Motor Indonesia
tidak melayani servis mobilnya dengan jelas, benar, dan jujur kepada

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



79

konsumennya. Oleh sebab itu, karena hal ini merupakan hak konsumen yang
harus diberikan pelaku usaha maka pihak PT. Nissan Motor Indonesia sebagai
pel aku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf g UUPK.

Selain hak-hak konsumen yang dilanggar oleh PT. Nissan Motor
Indonesia, terdapat juga beberapa kewajiban pelaku usaha yang dilanggar, yaitu
antaralain sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam mel akuke 80 usahanya
Kewgjiban ini
usaha) kag

issan Motor Indonesia (pelaku
mbeli mobil Nissan
digPondok Indah,
b dlitas sesual

nakan oleh
al ahan-

pmponen

yar tdah

ara mesin yang lebih

ﬁwllng +/- 4

d. kopl J,.-- H‘k : |penggantian(+/-

an dengan Nissa nd Livina

Dengan adanya permasaahan-permasalahan tersebut dapat dikatakan
bahwa komponen-komponen vital yang ada pada mobil Nissan Grand Livina 1,5
XVIMT tersebut merupakan komponen-komponen yang cacat produk yang
diproduksi oleh pabrik Nissan Motor. Hal ini berarti produk mobil Nissan Grand
Livina 1,5 XV/MT yang dibeli oleh Hendra tidak sesua dengan apa yang

dijanjikan dan dipromosikan oleh pihak Nissan Motor Indonesia. Dengan kata
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lain, pihak Nissan Motor Indonesia tidak beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya karena ia menjanjikan dan mempromosikan produk mobil yang

tidak sesuai dengan standar mutu yang layak. Oleh sebab itu, karena hal ini PT.

Nissan Motor Indonesia telah melanggar Pasal 7 huruf a UUPK.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan

dan pemeliharaan

Kewajiban ini telah dilanggai mak PT. Nissan Motor Indonesia karena

pada saat Hendrg

W atas adanya suara berisik dan

P

sangat mex s pertama (+/- 1000

psparans Informasi menge dnen transmissi

buat He bino tidak menagel sal ahan

ponen tersebut. Selain pihak Nissan Motor tigaker )erikan

masi ybenar, |elas, danj engenal mutu d alitas mobi
nal5 T pac ' Hene pada
Saal penggunaannya | rugi kan Hendra sghagal_kensumen

da bil Nissan Grand i uks oleh P lfssan Motor
wa OI D i K Al nerupakan kewdiban dari pelaku

usaha make :i“i fotor Indonesia telah

melangoa Auctl DU UPK
3. Memperlak w.mﬂ engsecara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif
Kewagjiban ini telah dilanggare ak'PT. Nissan Motor Indonesia (pelaku
usaha) karena setelah Hendra (konsumen) mengklaim tentang adanya suara
kasar dan sangat menggangu pada mobilnya kemudian dilakukan service
pertama (1000 km) oleh bengkel Nissan Motor Cabang Kebon Jeruk, mobil
tersebut masih sering bermasalah dan permasal ahan-permasalahan tersebut
terus timbul akibatnya banyak komponen-komponen vital dari mobil tersebut

yang harus diganti. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak ada solusinya
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dan pihak Nissan Motor cenderung tidak memberikan informasi secara
transparan terhadap permasal ahan-permasal ahan yang menimpa mobil tersebut.
Dari pernyataan ini maka dapat dissmpulkan bahwa pihak Nissan Motor
Indonesiatidak melayani servis mobilnya dengan jelas, benar, dan jujur kepada
konsumennya. Oleh sebab itu, karena hal ini merupakan kewajiban dari pelaku
usaha maka dapat dissmpulkan bahwa pihak PT. Nissan Motor Indonesia
sebagai pelaku usahatelah melanggar Pasal 7 huruf ¢ UUPK.

4. Menjamin mutu barang dan/ai@ ang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuian ata jasa yang berlaku

0 pesia (pelaku usaha)
3 SS r flndonesia tidak
VIMT yang

Jal)

Kewajiba
orh ' 3 kemponen-

a

karem

CA
O
L1 10

obil ya ' K asalahan-pé lahan sehingga
abila
ersebut_tentunya dari
Obil terse di ser ch pihak
pkan ke pel aku

sahanaka dapat dis i hakNissan Motor IWbagai
etk uisaha tel ah melanggar Pa | .

o

' Mdigunakan atau mulai

ecacatan bak tentang asa produk,
keadaan, sifat, jumiah, atau standar mutunya merupakan masalah pada tahap
purnajual. Jika dikaitkan dengan kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu
produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia, maka terlebih dahulu harus
dianalisis jenis standar mutu produk yang dilanggar dan peraturan hukum yang
mengatur mengenai standar mutu produk.
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4.2.2.1 Jenis Standar Mutu Produk yang dilanggar

Berdasarkan kasus, jenis mobil Nissan Grand Livina 1,5XV/MT yang
dibeli oleh Hendra (konsumen) merupakan jenis kendaraan bermotor CKD
(Completely Knocked Down). Kendaraan bermotor jenis CKD ini adalah
kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk
perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang
ad_Livina 1,5 XV/MT ini sebagian
perakitannya dilakukan di

bersangkutan. Jadi, mobil
komponennya metupe

Indonesia olg motor. Perusahaan

industriglke DY US d

|

beroperas ¢ ~ ha '
da e MC SSa “ # M ' anki ndustri
: rmotor yang telan imem zin Usdl erakit

NO IpI’O pya.
7 ayd
Ind 3a Nomor27 M /Ken/611999 te ndu

) Keputusan| Menteri  Perindustrian angan

Nyatake a diprodd egeri

dilmpor harus me i 2l an Standar Nasional_lmdonesia

(SNB™atau Standar |g gan adanya g pasal” ini, jelas
W ii &uhi standar

dinyatakaafbahwa seti
. Standar lainnya yang

mutu sesuai @ ﬁ;
berlakutdap asstandardisas. yang, ditetapkanee KU lisaha dan/atau
persyaratan tekdiS lan 0 d ﬂ amgwigilb _oleh instansi teknis yang
berwenang.

Berkaitan dengan kasls pe garan tanggung jawab standar mutu oleh
PT. Nissan Motor Indonesia atas produk mobil Nissan Grand Livina 1,5 XV/MT
dapat dilihat komponen-komponen kendaraan bermotor yang rusak atau cacat
adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya beberapa
komponen yang rusak atau cacat dari mobil Nissan Grand Livina 1,5 XV/MT
yang telah dibeli oleh Hendra tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT.
Nissan Motor Indonesia telah melanggar dan tidak mematuhi standardisasi mutu
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komponen-komponen produk mobil Grand Livina 1,5 XV/MT yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh pihak pelaku usaha dalam memproduksi barangnya
tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa PT. Nissan Motor Indonesia sebagai pelaku
usaha mempunyai suatu standardisasi mutu sebagai acuan yang harus diterapkan
dalam memproduksi produk mobilnya tersebut. Standardisasi mutu ini merupakan
acuan bagi PT. Nissan Motor Indonesia dalam memproduksi barangnya agar
jangan sampai menimbulkan cacat atau kerusakan yang berakibat kekecewaaan

konsumen apabila produk _te glah digunakan. Standardisasi mutu
komponen-komponearo
keselamatan : : a5 atu standardisas

mutu pred { ) } 0 donesia dan
O i sigple A'a .
# /’, ar

S arus . dapat ramif

; dapat  memenuhi aspek

engguhananya. “C¢
mobil tersebut ha entlhi standar mutu sestiaisclen

ditetapkan oleh pele sahe Stansl Ve berwefiang,
ompQ ' gangka cacat

, keamanan, dan ken anan

Y
alle u%» memproduksi mobil

Grand E IVEEVang telah dibell Hendrasie almelanggar dan

tidak mematuhi_Ketentuanasstanda “ angeditetapkan.olen PT. Nissan Motor
saha da PM { 'lf" tmnggal pemilik Merek) serta

persyaratan teknis lain yang d bkarm wajib oleh instansi teknis yang

duks; dan harus dag

annya.***

Indonesia sebaga petak

berwenang yang berupa persyaratan keamanan, kenyamanan, dan keamanan yang
harus diperhatikan dalam memproduksi produk mobil tersebut.

144 Wawancara dengan Bapak Rudiono di Departemen Perindustrian Ditjen Industri Alat
Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, jam 15.00, tgl. 14 April 2010
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4.2.2.2Peraturan Hukum Yang Mengatur Mengenai Ketentuan Standar
Mutu Terkait dengan Kasus Pelanggaran Tanggung Jawab Standar
Mutu Mobil yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor Indonesia
Ketentuan mengenai standar mutu suatu barang dan/atau jasa diatur secara
umum di beberapa peraturan hukum di Indonesia. Adapun peraturan hukum yang
mengatur ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa di Indonesia dan terkait
dengan kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil Nissan
Grand Livina 1,5 XV/MT oleh issan Motor Indonesia adalah sebagai

berikut:
1. Undang- 0 ( } 10 idungan  Konsumen
(UWPK
e o :

Di dalz andar mutu

harang da ; Fg ah tancgung jawab
‘ Utu produk mob and Livina 1,5 X V asa

yang pyatal engenal Kewd

inan mutu barang /a jasa_yang di

erdags anberdasarka ' standar mutu be jasa
erlaku. arkan : ' tidak
in mutu dan Kuglita -k@mponen dari prod obilr Nissan
Livina 1,5 ibatkan kerusakan-Kerusakan
mpone, Vi ; elahndibeli_oleh Hehdra tersebut. Hal
ini dapa ”dﬁr skan P \;*‘mh 3 Indonesia tersebut

sebagal Agyaig, Mmelepas, angoung.jawel Enjamin - mutu

| ]
V] | ME

produk maoDbit Nissan i MT vang. telah diproduks dan
dlakan bahwa PT. Nissan

diperdagangkannya texseb jga dapat d

Motor Indonesia tidak meme U gagal memenuhi jaminan mutu produk
mobil Grand Livina 1,5 XV/MT yang telah diproduks diperdagangkannya
kepada Hendra sebagai konsumen. Apabila BSN sudah menetapkan SNI
untuk produk mobil, maka PT. Nissan Motor Indonesia selaku pelaku usaha
dapat dikenakan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu larangan bagi pelaku
usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



85

dan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, PT. Nissan Motor

Indonesia melanggar Pasal 18 PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar

Nasional, yaitu:

- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang
dan/atau jasa, yang tidak memenuhiu atau tidak sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wagjib.

- Pelaku usaha, yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat
produk dan/atau tanda Sta

sional Indonesia dari lembaga sertifikas
produk, dila : C edackan barang dan atau jasa
yang

) lalai dalam
ssan Grand
punyai

iyang bt L tide ' N ) oleh
sebagai kansume

ente 0
APP/K ep/6/1999 tentang Inc an Bermotor

Dr*dalam Keputusan =V eg dan Perd epublik

Indonesia Nomo IMPREenlB/1999entang kadustri K Bermotor,
Pasal yang ﬂ?f S:;htﬁ erkait dengan kasus
pelangga aguiaab Standar MU prodl ssan' Grand Livina
1,5 XV/MT_"0leh._PlasiNisss “ or . meenesia_adalah Pasa 7 ayat (1).
Berdasarkan kasts,"mobi 3 A ina 5" XV/MT yang telah dibeli
oleh Hendra telah mengale
komponennya. Padaha Hendra baru menggunakan mobil tersebut selama
kurang lebih 4 bulan. Namun sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada
komponen-komponen vital dari mobil tersebut. Dari pernyataan ini maka dapat

derbagal kerusakan pada komponen-

disimpulkan bahwa PT. Nissan Motor Indonesia telah melanggar tanggung
jawab standar mutu atas produk mobil yang dijualnya, khususnya terhadap
mutu komponen-komponen mobil tersebut yang tidak disesuaikan dengan
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standardisasi yang telah ditetapkan oleh PT. Nissan Motor Indonesia sebagai
pelaku. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang
Industri Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa Setigp Komponen yang
diproduksi di dalam negeri atau diimpor harus memenuhi mutu sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar lainnya yang berlaku. Untuk itu,
karena tidak dipenuhinya standar mutu komponen-komponen dari mobil Nissan
Grand Livina 1,5 XV/MT (exs a PT. Nissan Motor Indonesia sebagai
pelaku usaha telaagme = ! san Menteri Perindustrian
<ep/6/1999 tentang

ssan M otor

(100 a ‘;."A. ko 1 e taS !;'..... A ALICIE JaWab

utu produksmobilNissanGrand L1V

gung jawab mengepai [Standar mutu produk berkaitan Jengan

g jawab produk dani, pelak \ dlam hél nya kertSskan atau

fla prod ) : pduksi © Iyanan
rjadi pada mohi Grand

. Berdasarkan

Li XVIMT terg pada saat belian.
K ada mabilNissan B 1 MT tersetLu dirasakan
sekitar bula d":?r 0 saatliberjala ;irb» bulan pemakaian.
Berdasarka Perdata, kKecacatan. pada. mobilsaiNi Grand Livina 1,5

XVI/MT tersebut dapat. dikatega “ ehagaimcacal_tersembunyi. Berdasarkan
Pasal 1504 KUH Perdata, p
tersembunyi yang terdapat pada g

5 yangmen Ua*Wajib menjamin cacat yang
yang dijualnya. Cacat itu harus cacat yang
sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak
dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya
dihayati oleh benda itu sendiri atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya
manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Terkait dengan
kasus atas rusak atau cacatnya mobil Nissan Grand Livina tersebut, maka cacat
tersembunyi pada mobil Nissan Grand Livina tersebut dapat dikategorikan
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sebagal cacat manufaktur. Cacat manufaktur yaitu keadaan produk yang
umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu
sedemikian rupa sehingga dapat merugikan konsumen secara finansial. Jadi, cacat
manufaktur adalah apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan
sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman dan/atau tidak dapat digunakan
konsumen.

PT. Nissan Motor Indonesia merupakan pelaku usaha yang merakit atau
MT tersebut (produsen). Sedangkan
epjual dan mendistribusikan

membuat mobil Nissan Grand
show room Nissan . Mote
mobil Nissa 0 lisensi PT. Nissan

£CE brisNissan Grand
5 oy ‘ erada pada pelaku

Livin o Sek ab
5 me o : f#' disebabkan

a.dengan memproduksi ata an mobil Nissan*Grand a yang

Motor jndd

aKa artinyaipel ak( usaha ménfamin ba ang yang

s atau diedarkannyagiitu @mangdan pantas untuk clijgese dan

aha ter dak demikiam, d pertanggune ab. Hendra,8ebagai
pat mey ) ) T, NisSe

onesia

elalh memproduksi smebil : ina tersebut. B, Motor

51 mobil Ni d Livina

In
4 ( ; ) sakan-k dan cacat
pada produ -J’o*'ﬁ; | %= itu, tanggungjawab
produk @tes ilmNissan. Grand. Livina 1.5 XV/ My ada pada PT.
Nissan Motor |ndones
Dari hal ini"dapa } otor Indonesia sebagai
pelaku usaha bertanggung | erikan ganti rugi terhadap Hendra
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK, yaitu:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memeberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembakian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sgjenis
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atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi;

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut m adanya unsur kesalahan;

(5 Ketentuan sebegai ‘ C 8t (d).dan ayat (2) tidak berlaku
: 0l .
ohd

kesalahan tersebut
Cll v\f: usak Al Oomp
= fi

T g- DalKall Ke

akibat mempergunaka pil yang telah, diproduksi

angg awab 5 ptopitiNdonesi'a ja ber
hal pe
erjadinya transaksi

ng jaw Dalam
a dengan PTg Ni Motor
I hak dan k
mengéetahui hak dan vajibannya masing maka ra sebagai
konsumen dg -liff otor : ;'E‘“c‘x aku usaha tahu dan
mengertsiie payang. harus_dilakukan .dan gudilarang untuk

dilakukan. Hal 101" berdasarkan. Pz ﬁ 2yl JPK yang menyatakan bahwa
ﬂ' 3 h oS a | U

Indones a;, maka masing Dengan

pelaku usaha wajibme erhadap produk yang telah
dijuanya, paling tidak yang me pemanfaatan berkelanjutan dalam batas
waktu minima 1 (satu) tahun. PT. Nissan Motor Indonesia juga bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila tidak
menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual.
Hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UUPK.

Berdasarkan kasus, karena mobil Nissan Grand Livina yang dibeli oleh

Hendra tersebut masih berumur 4 bulan dan masih berada dalam masa garansi,

Universitas Indonesia

Studi kasus..., Maurene Ayu S., FH Ul, 2010



89

PT. Nissan Motor Indonesia harus bertanggung jawab terhadap produk mobil
tersebut selama berada dalan masa garansi. Oleh karena itu, bentuk
pertanggungjawaban atas garansi yang dapat dilakukan PT. Nissan Motor
Indonesia kepada Hendra berdasarkan SNI 7229:2007 berbentuk pelayanan purna
jual selamamasa garansi.

Bentuk pelayanan purna jua selama masa garansi merupakan bentuk
pertanggungjawaban garansi dari pelaku usaha terhadap suatu produk dengan
atau distributor (gratis). Hal ini

ARAC 5 ‘ saha masih berlaku pada
{ : \- A (etentuan 2.9 SNI

masa pelays : .
7229:2007, F bl Nissan Grand
Livina 4,6 =, 0 ) asa garans

biaya ditanggung oleh produs
disebabkan karena

mina emeriksaa

vTotor g 0jal a3 bukti

ar tanggung jawalistans 0 produk_mobil N ivina

9 XV/NV Sebut Wajik memiexiKen jaminan pef aHendra
Nissa bu a an PT.
N\ ssa Motor Indones o ﬂ. an ntuk memeriksa mobilgtérsebut

e :
da Fsmtas pemel ann pemeriksa mobil
t r jlka )

Masa garq. Berdasarkan
kasus, P ~‘ @ jen pemeriksaan atas

mobil=N -”‘---n-r-m- ang. tetah dibel arsebut. Terbukti

i De an untuk

dengan adanyd pemeri ertama dimana Hendra mengajukan
klaim atas suaraBising
Untuk itu jaminan pemertksae tasarkan Ketentuan 2.9 SNI 7229:2007

telah dipenuhi oleh PT. Nissan Motor Indonesia sebaga pelaku usaha sebagai

0 AisS"assy tanpa dikenakan biaya.

bentuk pertanggungjawabannya terhadap Hendra sebagai konsumen.

2. Jaminan Perbaikan, bila barang atau komponennya tidak berfungsi dengan
biaya ditanggung oleh prinsipal, selama barang digunakan/dioperasikan secara
benar sesuai dengan prosedur penggunaan yang ditetapkan
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PT. Nissan Motor Indonesia sebagai pelaku usaha yang telah terbukti
melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil Nissan Grand Livina
1,5 XV/MT wajib memberikan jaminan perbaikan kepada Hendra atas mobil
tersebut. Jaminan perbaikan ini mutlak wajib diberikan PT. Nissan Motor
Indonesia sehubungan dengan rusak atau cacatnya mobil Nissan Grand Livina
tersebut sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jaminan
perbaikan yang wajib dilakukan PT. Nissan Motor Indonesia mencakup

pemeriksaan terhadap Keks penyetelan ulang, pembersihan atau
penggantian bagi#e ang tidak memenunhi
fungsinya barang yang tidak
berfung 3 ) ) ini sebenarnya
) purna jua
n pada masa
oleh

NG ! ‘ gi dalam
ini adalah _PT. Ni ia_B ain Ka bentuk
PT.

\lissan

J

nan 0 1 an R | ) al Ci g AITaKUK
otor Ind

and, Livina yang t untuk diperbaiki/diservis di

penogkel Nissan Mot

J Peng an ’*-P"'"'f‘ KOMpone ya i ‘ gs dengan
blayadlt a 1‘ ~'~ , /dioperasikan secara

b Al | -"!m='|l|.lmmlf'$ﬂ|pvr NG Clit€
PT. Nisss mmmﬁ Al "pela ISala. yang telah terbukti

obil Nissan Grand Livina

melanggar tanggung |aw
1,5 XV/IMT memberikan ja
tersebut. Jaminan penggantian yang wajib dilakukan PT. Nissan Motor

gantian kepada Hendra atas mobil

Indonesia mencakup penggantian barang secara utuh.. Jaminan ini sebenarnya
tidak berbeda dengan jaminan penggantian pada masa pelayanan purna jua
pasca garansi, hanya yang membedakan adalah jaminan penggantian pada
masa pelayanan purna jual selama masa garansi biayanya ditanggung oleh
produsen/prinsipal atau distributor yang bersangkutan (gratis), yang dalam
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kasus ini adalah perusahaan PT. Nissan Motor Indonesia. Berdasarkan Berita
Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 004/LEGAL/NMI/11/09, bentuk
jaminan penggantian atas pertanggungjawaban standar mutu produk mobil
yang dilakukan PT. Nissan Motor Indonesia berupa penggantian unit mobil
Nissan Grand Livina 1,5 XV/MT dengan kondisi standar baru dan syarat
Hendra telah membayar biaya balik nama atas unit mobil pengganti tersebut
dan telah disetujui Hendra sebagai konsumen.

424 Proses dan
Kons

gngketa yang Dilakukan

; saleh satu upaya
| erugian dan

getahui hak-

elaku usaha untuk™berhati dalam

aNg mauptl 23

aha menolak dan/ataugti enuhi

ana di gigksud dala asal 1 PK maka
an Pe gketa

(BPSK)
K dalam Pasal

tempat  kedudukan _koensumen.

a konsumen, yang' dirugikan

dap ajukan gugaiaii ! Agadilan_maupun baga di luar
pengadilan yeg nfi? : "'l; ersebut maka terhadap
perm = -‘“‘llnlqﬁ}f:\lm}ﬂ-plmll' O C 0! |$an Grand
Livi na, konsu .;ql@Mﬁ nendaitkan upaya enyelesalan Sengketa
baik melalui BPSK matipuimelalt! haga pengaditan.

-

4.2.4.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pada kasus yang terjadi, maka PT. Nissan Motor Indonesia sesuai dengan
ketentuan di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK harus bertanggung jawab kepada
konsumen atas kerugian yang diderita oleh konsumen dalam bentuk ganti
kerugian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK. Dalam
hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK, BPSK berdasarkan
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kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. Nissan Motor
Indonesia berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000, apabila PT.
Nissan Motor Indonesia tidak mau melaksanakan kewagjibannya sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan Hendra sebagai konsumen
dengan PT. Nissan Motor Indonesia sebagai pelaku usaha dilakukan melalui
gugatan jalur non litigasi, yaitu dengan cara medias melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK an_Pasal 55 UUPK, dalam menangani
perkara BPSK wajil g tambat 21 hari kerja setelah
gugatan dite “ 3 ) takan bahwa dalam
waktu pdli > ) t Sk, pelaku usaha

el ¢ . - 3 selanjutnya

Dere b 3PSK dalam

palTngtambat 14 hari ke gaj ukan keberatankepad gadilan

a paing ¥e etelah
ajib mengel uarkan +puitus hadap
adap putusan, PengadilanNegeri
engel us dalam

4.2.4. €l esai an, Sene
Penyg ;:ﬁ: T‘ﬂr di atur dalam Pasal

48 UU avebutkan bahwa penve esaianss konsumen melalui

o

pengadilan mengacu_kepadarketenttan peradiban. umum. Namun, khusus untuk
sengketa konsumen, berdasarka v{ URPK gugatan digjukan di Pengadilan
Negeri tempat kedudukan kons

Dari kasus yang dibahas daam penditian ini, Penulis berpendapat bahwa
Para apabila Hendra sebagai konsumen tidak setuju atas putusan BPSK yang
bersifat “final dan mengikat” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat
(3) UUPK, maka Hendra dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri
untuk diputus. Namun, kasus ini diselesaikan dengan cara mediasi di BPSK dan

dalam kasus ini Hendra setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK maka
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iatidak perlu untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila
ia kurang puas dengan putusan BPSK tersebut, makaia berhak untuk mengajukan
keberatan ke Pengadilan Negeri di daerah tempat iatinggal.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan hukum yang mengatur mengenai standar mutu produk mobil secara
keseluruhan/utuh belum ada pengaturannya di Indonesia. Hanya ada peraturan
SNI mengenai  komponen-komponen kendaraan bermotor. Karena belum

adanya peraturan khusus meig dan/atau standar mutu tentang produk
mobil di Indongsi

Y 1 )
mutu barg [ SE
mengatu St Qal

a 5
al dl i>a ! )

S andal utu ba ang aal al d) dan
/2 g UUF

uran Pemerintah "Nomor | 102 Tahun_2000 Tent

ang mengatur standar
ran-peraturan yang

asion

am Per, : un 206 yang

dar mutu bar
(2), Pasa 3,

heghubungan dan jasa

ayat (3),

erdapat dalam P
Pasél 14 aydl 2 ' tlal Pasal, 18.

c. Perat 4’:‘? : S0 % 'ahN;mor 20/M-

2009 Tentang, Ketenttan dain.-l.al o asan Barang

aturan.vie . on&iaNomorZO/M-

DAG/PER/5/2009 inf; Pe Sal “yang berhubungan dan mengatur
mengenai standar mutu barang dan/atau jasa terdapat dalam Pasal 4 ayat
(3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, Pasal 23, dan Pasal
24.

d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 275/MPP/K ep/6/1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor
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Di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 Tentang Industri Kendaraan
Bermotor terdapat ketentuan mengenai standardisasi komponen kendaraan
bermotor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7.

e. Keputusan Menperindag nomor  753/MPP/Kep/11/2002  Tentang
Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Di daam Keputusan Menperindag nomor 753/MPP/Kep/11/2002, pasal-
pasal yang berhubungan

fgatur mengenai standar mutu barang
Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13,

dan/atau jasasterd § : S

i dikenakan

Nnog standar

produk mobil Ni al5XVIMT yang'abeli.e endra,

g jawab ganti rugi herdasarkaniPasal 19 UUPK

I rugi shut dapat berupa ;| penge an uang baran g'sejenis

a nilai 0 : /atau 13 tunan

a dengan ketetua “ perundang-undangan yang berlaku.
g Jawab Garansi berdasarkan Pasal 25 UUPK dan SN, 72292007

T g jawab,_garansi-tersebut berbehiuk-pelayanan purnajiial selama masa

garans. Bj 4@ < ] i ;‘E‘P pertanggungjawaban

gara 3 pileNESSAT_Grand._LiVing. tersel Ja cara, yaitu
jaminan pemeliksaan, jani ila.barang atau komponennya tidak
berfungs dengan™ bia v o ® prinsipal, selama barang
digunakan/dioperasikan seCara Sesua dengan prosedur penggunaan yang
ditetapkan, dan jaminan penggantian bila barang aiau komponennya tidak
berfungs dengan biaya ditanggung oleh prinsipal, selama barang
digunakan/dioperasikan secara benar sesuai dengan prosedur penggunaan yang
ditetapkan.
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52 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas di dalam penelitian ini maka
penulis memiliki beberapa saran terkait dengan perlindungan hukum bagi
konsumen khususnya terhadap kualitas dan mutu barang dan/atau jasa yang
berhubungan erat dengan tanggung jawab standar mutu barang dan/atau dari
pelaku usaha. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai
berikut:

1. Diperlukan upaya sosialisasit UPK yang lebih meluas lagi sebagai

upaya untuk menin € a_hak bagi konsumen, pelaku

usaha, ap : ﬁ . ju onsumen Swadaya
- = : ; faiah Departemen

Peraturan_Peme
man endal’ ccll 5 5 i ntUk
mun Silere 2ANC awab 1 pel aku

sahagkhususnya tangguing | ﬁ anc utu barang/j
3. Pemerintah hendak (dapat  berp - Jai  pembina, as, dan

pelinduhg dari_setiapatipal 32 ! itan deng ung jawab
standar g -f‘g;’ fateL fasa Khils ;E;';r» obil, baik secara

pre menceaanh timbulnva ekses-ekse penggunaan

produk mobil terseb pasyarakat (konsumen secara luas)
maupun secara represi i daksanakan™ftngs penegakan hukum
terhadap pihak-pihak yang g0ar “Ketentuan-ketentuan normatif yang
berkaitan dengan tanggung jawab standar mutu atas produk mobil terseout.
Dalam ha ini diperlukan kerjasama secara komprehensif antara konsumen
dengan aparat penegak hukum;

4. Pemerintah harus membuat peraturan hukum yang khusus mengatur mengenai
Standar Nasional Indonesia khususnya terkait dengan produk mobil.

Mengingat sgjauh ini belum ada peraturan SNI yang secara khusus mengatur
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mengenai produk mobil secara utuh. Dengan tidak adanya peraturan khusus
mengenai SNI mengenai produk mobil secara utuh tersebut, pelaku usaha
cenderung untuk lalai dan tidak memperhatikan masalah mutu produk mobil
yang diproduks dan diperdagangkannya karena belum adanya peraturan
khusus yang mengikat mereka dalam memproduksi produk mobil tersebut. Hal
inilah yang kemungkinan besar dapat merugikan konsumen. Untuk itu, sebagai
upaya preventif karena belum adanya peraturan SNI mengenai produk mobil,

pelaku usaha harus mematuia khusus yang ditetapkan oleh pabrik
dadam ha memprod

diprodukg

AN A2,
- -
~ =

L 2o >
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